
BUPATI PEMALANG 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG 

NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tertib, 

efektif dan akuntabel, perlu menetapkan Pedoman 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan , dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang 

Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

l
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573);

3. peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1950;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781).

9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 

Nomor 8)
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

2. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah 

Perda Kabupaten Pemalang

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Otonom.

4. Bupati adalah Bupati Pemalang.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Pemalang.

6. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola 

keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan 

yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan Keuangan Daerah

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan 

Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang 

melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 

selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang 

berkedudukan sebagai SKPKD.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah.

t
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10. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai Bendahara Umum Daerah.

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 

adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai 

BUD.

13. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan tugas BUD.

14. Saman Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah 

Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 

untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya.

16. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat 

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 

kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan 

fungsi SKPD.

17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah 

pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 

pada SKPD.

18. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD yang selanjutnya 

disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang melaksanakan 

fungsi tata usaha keuangan pada PPKD.

19. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang 

melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu 

Program sesuai dengan bidang tugasnya.
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20. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk 

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang 

Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

SKPD.

21. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat 

fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 

menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung 

jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

22. Pembantu Bendahara Penerimaan adalah Pelaksana 

Aparatur Sipil Negara yang diusulkan dan ditetapkan oleh 

Kepala SKPD yang bertugas untuk membantu kelancaran 

pelaksanaan tugas-tugas Bendahara Penerimaan SKPD 

yang tidak mempunyai kewenangan yang sama dengan 

Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan 

Pembantu SKPD.

23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk 

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, 

dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan 

Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 

SKPD.

24. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat 

fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, 

membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung 

jawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

25. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah pelaksana 

Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk membantu 

kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bendahara 

Pengeluaran SKPD yang tidak mempunyai kewenangan 

yang sama dengan Bendahara Pengeluaran SKPD dan 

Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD.

l
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26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keija Perangkat 

Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah 

dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD 

atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 

Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara 

umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

anggaran oleh pengguna anggaran.

27. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Keija 

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD 

adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, 

belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna 

Anggaran.

28. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang 

bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar 

untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna 

mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

29. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat 

penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati 

untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan 

membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang 

ditetapkan.

30. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 

SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan 

permintaan pembayaran.

31. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD 

adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana 

sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran 

atas pelaksanaan APBD.

32. SPP-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP 

adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 

pengeluaran untuk permintaan uang muka keija yang 

bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat 

dilakukan dengan pembayaran langsung.
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33. SPP-Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 

SPP-GU adalah Dokumen yang diajukan oleh Bendahara 

Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan 

yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

34. SPP-Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh 

Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang 

persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang 

bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk 

pembayaran langsung dan uang persediaan.

35. SPP-Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah 

dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 

untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak 

ketiga atas dasar perjanjian kontrak keija atau surat 

perintah kerja lainnya atau data dukung resmi lainnya dan 

pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, 

dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya 

disiapkan oleh PPTK-SKPD.

36. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 

adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat 

pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

37. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 

SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 

pencairan dana atas beban APBD.

38. Unit Pelaksana Teknis Daerah/Unit Pelaksana Teknis 

Badan yang selanjutnya disingkat UPTD/UPTB adalah 

unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan 

untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.

39. Pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah 

Pelaksana tugas Kepala SKPD/Unit Kerja, termasuk 

didalamnya Kepala UPTD/UPTB dan Kepala Sekolah.

40. Pelaksana harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah 

Pelaksanaharian Kepala SKPD/Unit Kerja, termasuk 

didalamnya Kepala UPTD/UPTB dan Kepala Sekolah.

V
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41. BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

yang di kelola untuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD 

yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

42. Pejabat pengelola BLUD bertanggungjawab atas 

pelaksanaan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam 

pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama pada 

aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

43. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya 

disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan 

yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk 

menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian 

dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada 

umumnya.

44. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan 

keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang 

dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

45. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam 

bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas 

dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang 

tidak perlu dibayar kembali.

46. Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari rekening 

kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode 

tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh BLUD.

47. Biaya BLUD adalah sejumlah pengeluaran yang 

mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh 

barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

48. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan 

uang BLUD yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank 

umum untuk menampung seluruh penerimaan 

pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.

k
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49. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya 

disingkat RBA-BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis 

dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, 

standar pelayanan minimal, target kinerja dan anggaran 

BLUD.

50. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja

yang selanjutnya disebut SP3B adalah surat perintah yang 

diterbitkan oleh Pengguna Anggaran kepada BUD untuk 

mengesahkan / membukukan pendapatan dan / atau

belanja yang sumber dananya berasal dari pendapatan 

yang digunakan langsung.

51. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang selanjutnya 

disebut SPTJM BLUD adalah pernyataan tanggungjawab 

yang dibuat PA/Pemimpin BLUD atas pendapatan 

dan/atau belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari 

pendapatan yang digunakan langsung.

52. Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang 

selanjutnya disebut SP2B adalah surat yang diterbitkan 

oleh BPKAD selaku BUD untuk mengesahkan pembukuan 

pendapatan dan/atau belanja berdasarkan SP3B.

53. Tanda bukti pengeluaran adalah dokumen bukti 

pengeluaran dan pembebanannya ke rekening belanja 

APBD yang diotorisasi bendahara pengeluaran/bendahara 

pengeluaran pembantu dan PPTK.

Pasal 2

(1) Pedoman Pelaksanaan APBD pada Peraturan Bupati ini meliputi 

ketentuan tentang:

a. Pengelola Keuangan Daerah;

b. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD; dan

c. Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Uraian pedoman pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati 

ini, terdiri d a r i:
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(3)

Pengelola Keuangan Daerah;

Pergeseran APBD;

Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD; dan 

Badan Layanan Umum Daerah.

Pedoman pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (t) 

dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian 

dokumen yang dilakukan secara elektronik.

a. Lampiran I

b. Lampiran II

c. Lampiran III

d. Lampiran IV

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang 

pada tanggal 23 Desember 2021

BUPATI PEMALANG, 

cap 

ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang 

pada tanggal 23 Desember 2021 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PEMALANG 

cap 

ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEMALANG

SUBY./ KTO, SH, MSi 
Perftbida Tingkat I 

NIP. 19650218 199203 1 006
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Pemegang Kekuasaan Pengeloaan Keuangan Daerah adalah 

Bupati.

2. Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 

dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan 

daerah yang dipisahkan.

3. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai 

kewenangan:

a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan 

Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk 

dibahas bersama;

c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang 

perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat 

persetujuan bersama DPRD;

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;

e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak 

terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan 

oleh Daerah dan/atau masyarakat;

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;

g. menetapkan KPA;

h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara 

Pengeluaran;

i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 

pajak daerah dan retribusi daerah;

j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan 

Utang dan Piutang Daerah;
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j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan 

Utang dan Piutang Daerah;

k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas 

tagihan dan memerintahkan pembayaran;

l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.

4. Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling 

sedikit menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara 

pengeluaran pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, 

bendahara BLUD, bendahara unit organisasi bersifat khusus 

dan/atau bendahara khusus lainnya yang diamanatkan peraturan 

perundang-undangan.

5. Dalam melaksanakan kekuasaan Bupati melimpahkan sebagian 

atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada 

Pejabat Perangkat Daerah dengan memperhatikan sistem 

pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan 

kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan menerima 

atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan ditetapkan 

dengan keputusan Bupati.

B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 

daerah mempunyai tugas:

a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan

perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;

e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan 

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan; dan

- 12 -
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f. memimpin TAPD.

2. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah paling sedikit 

meliputi:

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan 

keuangan daerah;

b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah 

daerah;

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah 

daerah.

3. Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan 

tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

4. Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan 

terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu 

Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan 

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah termasuk 

Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1. Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan 

keuangan daerah;

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah 

diatur dalam Perda;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.

2. PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

b. mengesahkan DPA-SKPD;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan 

dan pengeluaran kas daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f. menetapkan anggaran kas dan SPD;

i S'
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g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan 

atas nama pemerintah daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 

daerah;

i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan

j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan 

dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

3. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:

a. mengelola investasi;

b. menetapkan anggaran kas;

c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

d. membuka rekening Kas umum daerah;

e. membuka rekening penerimaan;

f. membuka rekening pengeluaran; dan

g. menyusun laporan keuangan yang merupakan 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

4. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan 

dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan 

pajak daerah.

5. Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, 

sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari 

investasi tersebut.

6. Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari 

kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan 

perundang- undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

D. KUASA BUD

1. PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD 

kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

2. Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati.

3. Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan SP2D;

l
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d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD 

oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah 

ditunjuk;

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 

pelaksanaan APBD;

f. menyimpan uang daerah;

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan 

mengelola/ menatausahakan investasi;

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas 

Beban APBD;

i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama 

pemerintah daerah;

j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah yang 

dikelola BPKAD; dan

k. melakukan penagihan piutang daerah pada BPKAD.

4. Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun 

dan menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk 

ditetapkan oleh BUD;

b. Melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam 

mengelola piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir 

yang tidak tertagih atas investasi;

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan 

penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

5. Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD

6. Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) 

Kuasa BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran 

jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang 

kendali.

7. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban 

kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya 

ditetapkan Bupati.

E. PENGGUNA ANGGARAN

1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

a. menyusun RKA-SKPD;

b. menyusun DPA-SKPD;

- 15 -
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c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung 

jawab SKPD yang dipimpinnya;

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya 

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.

2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya,

meliputi:

a. menyusun anggaran kas SKPD;

b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;

c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan 

belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak 

dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD 

melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan dan 

Pengeluaran Daerah tersebut; dan

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai

wewenang, meliputi:

L
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a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan 

pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran 

daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah 

(NPHD);

c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya 

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu 

Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara 

Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan;

4. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan 

wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah, PA 

melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.

5. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung 

jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang 

ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.

6. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain 

sebagai akibat:

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada 

penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga 

melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang- undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap; dan

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus 

dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan 

selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.

7. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:

a. perjanjian atau perikatan;

b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap; dan
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d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan 

jasa, PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat 

dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan 

bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya 

kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

11. Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat 

melimpahkan kepada Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah 

sebagai KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

F. KUASA PENGGUNA ANGGARAN

1. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala 

Unit SKPD / Sekretaris /  Kepala Bagian / Kepala Bidang/ Pejabat 

Fungsional Ahli Madya (Koordinator) selaku Kuasa Pengguna 

Anggaran (KPA).

2. Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran 

anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.

3. Pertimbangan besaran anggaran yang dilaksanakan oleh PPKD.

4. Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap 

SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis 

Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan.

5. Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas 

usul kepala SKPD.

6. Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

.., i.
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e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung 

jawabnya; dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.

7. Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA.

8. Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari 

kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya 

memungut pajak daerah kepada KPA.

9. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 

kepala unit SKPD sebagai KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan 

SPM-LS.

10. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, 

KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat 

dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan 

bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA 

mempunyai tugas:

a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus 

yang dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung 

jawab SKPD yang dipimpinnya;

j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit 

organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;

i
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k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi 

bersifat khusus yang dipimpinnya;

L menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat 

khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan 

daerah; dan

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.

13. Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk 

mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah 

diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

1. PA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan 

pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

3. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA 

meliputi:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan 

teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran 

atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; 

dan

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada 

Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pengadaan barang/jasa.

4. Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis 

Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub 

kegiatan; dan

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub 

kegiatan kepada PA/KPA.

l
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5. Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran 

atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan 

meliputi:

a. menyiapkan laporan kineija pelaksanaan Kegiatan/Sub 

kegiatan;

b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai 

dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan 

perundang- undangan; dan

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 

pelaksanaan kegiatan.

6. Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab 

kepada PA.

7. Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung 

jawab kepada KPA.

8. Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat 

yang dilaksanakan oleh PPTK.

9. PA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan 

SKPD/Unit SKPD.

10. Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, 

besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, 

rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang 

kriterianya ditetapkan Bupati.

11. Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas 

dan fungsi.

12. PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan 

struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan 

pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau 

memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

14. Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai 

ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah 

KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.

15. Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan 

struktural, PA dapat menetapkan pejabat fungsional (koordinator/ 

sub koordinator) pada unitnya selaku PPTK.
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H. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD

1. PA menetapkan ASN pejabat struktural satu tingkat di atas/ setara 

PPTK selaku PPK SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha 

keuangan pada SKPD

2. Pada BPKAD selaku SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata 

usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di 

SKPKD

3. Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan 

fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan 

wewenang BLUD

4. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang 

bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi 

daerah, Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 

Pembantu, Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran 

Pembantu/Bendahara Khusus, dan/atau PPTK.

5. PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS 
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara 
Pengeluaran;

b. menyiapkan SPM;
c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara 

Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
e. menyusun laporan keuangan SKPD.

6. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk 

meneliti kelengkapan dan keabsahan.

7. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK 

SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS 
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara 
lainnya;

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas 
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari 
bendahara penerimaan; dan

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan 
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti 
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

8. Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas 

membantu PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas 

penatausahaan keuangan SKPD.
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I. BENDAHARA

1. Bendahara Penerimaan

a. Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk 

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka 

pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD 

atas usul PPKD selaku BUD

b. Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang 

menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum 

daerah, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 

pendapatan daerah yang diterimanya.

c. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan 

memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:

1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 

langsung melalui RKUD;

2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang 

ditetapkan oleh Bupati;

3) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima 

dengan jumlah yang telah ditetapkan;

4) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 

pendapatan daerah yang diterimanya; dan

5) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian 

kelebihan pendapatan daerah.

d. Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 

KPA, kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan 

Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.

e. Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan 

oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD.

f. Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan 

wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan 

Bupati.

g. Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling 

sedikit meliputi:

1) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang 
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah 
pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;

2) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 
langsung melalui RKUD;

l
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3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang 
ditetapkan oleh Bupati;

4) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima 
dengan jumlah yang telah ditetapkan;

5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
pendapatan daerah yang diterimanya; dan

6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian 
kelebihan pendapatan daerah.

h. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu 

bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

i. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif 

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 

administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan 

kepada PA.

j. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara 

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban 

secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan 

disampaikan kepada KPA.

k. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional 

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 

fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan 

kepada PPKD selaku BUD.

l. Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara 

fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban 

secara fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan 

disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.

m. Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat 

menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara 

Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan 

pendapatan daerah.

n. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan 

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup 

penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

o. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan 

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada 

Bendahara Penerimaan.

p. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan 

disebut Pembantu Bendahara Penerimaan.
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2. Bendahara Pengeluaran

a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran 

kepada Bupati.

b. Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk 

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka 

pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran 

pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP 

UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;

2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang 

dikelolanya;

4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif 

kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara 

fungsional kepada BUD secara periodik; dan

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran 

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan 
Bupati;

2) memeriksa kas secara periodik;

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau 
dokumen fisik dari bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas 
koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas

pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil

pemeriksaan internal dan eksternal; dan

6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada 

SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, 

Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran 

Pembantu.

i
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f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas 

pertimbangan:

1) besaran anggaran;
2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan

wewenang meliputi:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU 
dan SPP LS;

2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara 
Pengeluaran;

3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;

4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU 
yang dikelolanya;

5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

8) membuat laporan pertanggungjawaban secara 
administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban 
secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara 
periodik.

h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran 

pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan 

oleh Bupati;

2) memeriksa kas secara periodik;

3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau 

dokumen fisik dari bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada 

tahun berjalan; dan

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas

pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil

pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat 

khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan, Bupati menetapkan bendahara unit organisasi 

bersifat khusus.

i
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j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas 

dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif 

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

L Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan 

fungsional.

m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara 

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban 

secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan 

disampaikan kepada PA.

n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara 

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban 

secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan 

disampaikan kepada KPA.

o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional 

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 

fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan 

kepada PPKD selaku BUD.

p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara 

fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban 

secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan 

disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat 

menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara 

Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan 

belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.

r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran 

melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup 

penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung 

jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, 

dan penjualan jasa;

2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan 

dan/atau penjualan jasa;

l
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3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan 

lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun 

tidak langsung; dan

4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan 

Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 

Bendahara Khusus.

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan 

Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara 

Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub 

kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan 

langsung dengan pelaksanaan APBD.

v. Dalam hal bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran 

pembantu SKPD berhalangan:

Jangka Waktu Ketentuan

4 s.d 30 hari Bendahara pengeluaran/pengeluaran 

pembantu SKPD memberikan surat kuasa 

kepada pejabat yang ditunjuk untuk 

melakukan pembayaran dan tugas-tugas 

bendahara pengeluaran atas tanggungjawab 

bendahara/bendahara pengeluaran pembantu 

dengan diketahui kepala SKPD

31 s.d 90 hari Kepala SKPD menunjuk pejabat bendahara 

pengeluaran / bendahara pengeluaran 

pembantu SKPD dan diadakan berita acara 

serah terima

Lebih dari 90 

hari

Yang bersangkutan dianggap telah 

mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan 

sebagai bendahara pengeluaran/bendahara 

pengeluaran pembantu SKPD. Selanjutnya 

Kepala SKPD segera mengusulkan 

penggantinya

w. Bendahara Pengeluaran PPKD

Dalam melaksanakan fungsinya PPKD mengusulkan penetapan 

Bendahara Pengeluaran PPKD untuk melaksanakan tugas dan 

wewenang bendahara pengeluaran pada Belanja dan 

Pengeluaran Pembiayaan yang dilaksanakan oleh PPKD.
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Bendahara Pengeluaran PPKD ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati untuk menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang 

keperluan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil, 

Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan 

Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada SKPKD.

x. Bendahara Pengeluaran BLUD

1) Bendahara Pengeluaran BLUD mencatat pengeluaran pada 

buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada 

Direktur RSUD dr. M. Ashari dengan melampirkan bukti- 

bukti pengeluaran yang sah paling lambat pada tanggal 5 

bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Direktur RSUD 

dr. M. Ashari,

2) Berdasarkan buku kas, Bendahara Pengeluaran BLUD 

menyusun laporan realisasi pendapatan kepada Direktur 

RSUD dr. M Ashari, selanjutnya Direktur RSUD dr. M Ashari 

menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat 

pernyataan tanggung jawab Direktur RSUD dr. M Ashari 

setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat 

pada tanggal 10 bulan berikutnya.

3) Berdasarkan laporan realisasi pengeluaran dan 

diintegrasikan dengan laporan penerimaan BLUD, Kepala 

Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan 

Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang dibuat 

Direktur RSUD dr. M Ashari dengan diketahui Kepala Dinas 

Kesehatan setiap bulan kepada kepala BPKAD Kabupaten 

Pemalang untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan 

dan Belanja (SP2B) oleh Kepala BPKAD selaku BUD. SP2B 

dilampiri Laporan Realisasi Pengeluaran BLUD dan Laporan 

Realisasi Penerimaan BLUD yang disusun oleh Direktur 

RSUD dr. M Ashari dan diketahui Kepala Dinas Kesehatan 

dan Kepala BPKAD.

4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan dan 

BPKAD selaku BUD melakukan pembukuan atas 

pendapatan dan belanja Kepala RSUD dr. M Ashari SP2B, 

dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang- 

undangan.
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y. Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

1) Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan 

belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan 

kepada Kepala Puskesmas dengan melampirkan bukti-bukti 

pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada 

tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala 

Puskesmas.

2) Berdasarkan buku kas, Bendahara Dana Kapitasi JKN 

menyusun laporan- realisasi pendapatan dan belanja 

Puskesmas, selanjutnya Kepala Puskesmas menyampaikan 

laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan 

tanggung jawab Kepala Puskesmas setiap bulan kepada 

Kepala Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 

bulan berikutnya.

3) Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja 

Kepala Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan 

Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja 

(SP3B) Puskesmas setiap bulan kepada kepala BPKAD 

Kabupaten Pemalang untuk penerbitan Surat Pengesahan 

Pendapatan dan Belanja (SP2B) Puskesmas oleh Kepala 

BPKAD selaku BUD.

4) Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan dan 

BPKAD selaku BUD melakukan pembukuan atas 

pendapatan dan belanja Puskesmas sesuai SP2B, dengan 

mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

z. Bendahara Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS)

1) Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri 

mencatat penerimaan dan belanja Dana BOS pada Buku 

Kas Umum beserta Buku Kas Pembantu Bank, Buku 

Pembantu Pajak dan Buku Pembantu Rincian Objek 

Belanja pada Bendahara Dana BOS.

2) Bendahara Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri 

menyampaikan realisasi penerimaan dan realisasi belanja 

setiap bulan kepada Kepala Satuan Pendidikan, dengan 

melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah, 

paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya, untuk 

pengesahan oleh Kepala Satuan Pendidikan.
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3) Berdasarkan Buku Kas Umum dan/atau Buku Kas 

Pembantu, Bendahara Dana BOS menyusun Laporan 

Realisasi Penerimaan dan Belanja Dana BOS masing- 

masing Satuan Pendidikan Negeri setiap semester.

4) Bendahara Dana BOS menyampaikan Laporan Realisasi 

Penerimaan dan Realisasi Belanja Dana BOS kepada Kepala 

Satuan Pendidikan Negeri, untuk selanjutnya disampaikan 

kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui 

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan 

rekonsiliasi pada setiap semester paling lama tanggal 10 

bulan berikutnya setelah semester yang bersangkutan 

berakhir.

5) Penyampaian Laporan Realisasi Penerimaan dan Realisasi 

Belanja Dana BOS dilampiri Rekening Koran Dana BOS 

Satuan Pendidikan Negeri dari Bank, Surat Pernyataan 

Telah Menerima Hibah (SPTMH) Dana BOS oleh Kepala 

Satuan Pendidikan Negeri, Surat Pernyataan 

Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Dana BOS oleh Kepala 

Satuan Pendidikan Negeri dan Rekapitulasi Pembelian 

Barang/Aset dari Dana BOS.

6) PPKD selaku BUD melakukan pencatatan atas realisasi 

pendapatan berdasarkan SPTMH dengan berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan

7) Berdasarkan Laporan Realisasi Belanja Dana BOS dari 

Kepala Satuan Pendidikan Negeri, Kepala Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan menyampaikan Surat Permintaan 

Pengesahan Belanja (SP2B) kepada PPKD selaku BUD yang 

dilampiri Rekapitulasi Rincian Penerimaan dan Belanja per 

Satuan Pendidikan Negeri.

8) Berdasarkan SP2B Satuan Pendidikan Negeri, PPKD selaku 

BUD menerbitkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) Satuan 

Pendidikan Negeri.

9) Berdasarkan dokumen SPB, PPK Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan melakukan pencatatan atas belanja Dana BOS 

Satuan Pendidikan Negeri, dengan berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan
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J. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

1. Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD

yang dipi mpin oleh Sekretaris Daerah.

2. TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD,

dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.

3. TAPD mempunyai tugas:

a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan 

perubahan KUA;

c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan 

perubahan PPAS;

d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;

e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan 

rancangan pertanggungjawaban APBD;

f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan 

pertanggungjawaban APBD;

g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan 

perubahan DPA-SKPD;

h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman 

penyusunan RKA; dan

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

4. Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi

sesuai dengan kebutuhan.

BUPATI PEMALANG,

cap

ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEMALANG

O, SH, MSI 
ingkat I 
199203 1 006

http:\\jdih.pemalangkab.go.idhttp:\\jdih.pemalangkab.go.id



- 33 -

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022

PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. Ketentuan Umum

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit 

organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan 

antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau 

sub rincian objek. Pergeseran anggaran terdiri atas pergeseran anggaran 

yang menyebabkan perubahan APBD dan pergeseran anggaran yang 

tidak menyebabkan perubahan APBD.

a. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:

1) Pergeseran antar organisasi;

2) Pergeseran antar unit organisasi;

3) Pergeseran antar program;

4) Pergeseran antar kegiatan,

5) Pergeseran antar sub kegiatan;

6) Pergeseran antar kelompok;

7) Pergeseran antar jenis

b. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD 

mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.

c. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan

perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD

melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada

pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi

mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat

nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum

perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung

dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan

setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi

Anggaran
»

d. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD 

yaitu:

1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini 

dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.

I
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2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. 

Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang 

sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

4) Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan 

atas persetujuan Pengguna Anggaran.

e. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD 

dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan APBD, meliputi:

1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek 

dalam objek yang sama, dan antar sub rincian objek dalam 

rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan RKA SKPD 

untuk selanjutnya dilakukan perubahan Peraturan Bupati 

tentang penjabaran APBD dan/atau perubahan Peraturan Bupati 

tentang perubahan penjabaran APBD; atau

2) Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dilakukan melalui 

penyusunan perubahan DPA SKPD pada tahapan pelaksanaan 

tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD dan/atau 

perubahan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD. 

Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dikecualikan untuk 

uraian dari sub rincian objek pada kelompok belanja modal.

f. Pergeseran yang dilakukan sebelum perubahan APBD ditampung 

dan ditetapkan dalam perubahan Perda tentang APBD dalam hal 

melakukan perubahan APBD atau dilaporkan dalam laporan 

realisasi anggaran dalam hal tidak melakukan perubahan Perda 

tentang APBD

g. Pergeseran yang dilakukan setelah perubahan APBD dilaporkan 

dalam laporan realisasi anggaran

h. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan 

DPA-SKPD diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan 

situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan sub kegiatan, dengan 

menyertakan dokumen :

1) Surat permohonan pergeseran anggaran kepada Ketua TAPD;

2) Surat Pertanggungjawaban Mutlak Kepala SKPD;

3) Rancangan RKA Pergeseran.

I
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b. Atas usulan tersebut:

1) TAPD melakukan verifikasi dan identifikasi terhadap SKPD yang 

melakukan pergeseran anggaran;

2) TAPD memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak 

merubah Perda APBD; dan

3) TAPD menyusun perubahan Peraturan Bupati tentang 

penjabaran APBD dan/atau perubahan Peraturan Bupati 

tentang perubahan penjabaran APBD untuk pergeseran antar 

objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek 

yang sama, dan antar sub rincian objek dalam rincian objek 

yang sama.

c. Kepala SKPD menyiapkan Perubahan DPA SKPD sebagai' dasar 

pelaksanaan pergeseran anggaran. Perubahan DPA SKPD tersebut 

disetujui oleh Sekda dan disahkan oleh PPKD.

BUPATI PEMALANG,

cap

ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

S a lin a n  s e s u a i  d e n g a n  a s lin y a  
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEMALANG
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4. Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain 

dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daerah 

tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali 

ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan.

6. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat 

pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai 

pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. 

Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD 

atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

7. Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas 

Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam 

APBD.

8. Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:

a. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

b. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan 

pertanggungjawaban;

d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran 

pembantu;

g. Bendahara Khusus; dan

h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.

9. Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan 

APBD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH

1. Pembukaan RKUD

a. Bupati dalam pengelolaan keuangan daerah menunjuk dan 

menetapkan bank umum yang sehat sebagai penampung RKUD. 

Bank umum yang sehat adalah bank umum di Indonesia yang 

am an/sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 54 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN 

A. KERANGKA UMUM

Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mencakup proses

proses sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris

3. Penyiapan DPA-SKPD

4. Anggaran Kas dan SPD

5. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

6. Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

7. Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah

Kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dan penatausahaan

keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan 

dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah 

yang dikelola oleh BUD. Dalam hal Penerimaan Daerah dan 

Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, 

BUD melakukan pencatatan dan pengesahan Penerimaan Daerah 

dan Pengeluaran Daerah tersebut berdasar permohonan dari PA.

2. PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan 

orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan 

daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen 

yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan 

atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab 

terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari 

penggunaan surat bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan 

kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas 

Beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang 

bersangkutan.

i
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b. Dalam menunjuk bank yang akan digunakan untuk menyimpan 

Kas Umum Daerah, Bupati juga harus mempertimbangkan hal- 

hal sebagai berikut:

1) Reputasi Bank

Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik. 

Misalnya, bank tidak pernah terlibat kasus penipuan 

nasabah atau kasus-kasus lain yang merugikan nasabah.

2) Pelayanan Bank

Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik 

dan memadai. Terlebih lagi di masa sekarang dibutuhkan 

kecepatan dan ketepatan dalam melakukan transaksi. 

Khusus untuk Pemerintah Daerah, bank juga harus dapat 

melakukan pelayanan-pelayanan khusus seperti pemotongan 

dan penyetoran pajak, dan lain-lain.

3) Manfaat

Memberikan manfaat ekonomi, sosial, peningkatan 

pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan 

dan/atau pelayanan masyarakat.

c. Penunjukkan Bank Umum sebagai penampung RKUD 

ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD 

selaku BUD dengan pejabat bank umum yang bersangkutan. 

PKS paling sedikit memuat:

1) jenis pelayanan yang diterima;

2) mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;

3) pelimpahan penerimaan dan saldo rekening;

4) penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;

5) pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;

6) sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;

7) kewajiban menyampaikan laporan; dan

8) tata cara penyelesaian perselisihan.

d. Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening Kas 

Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati.

e. Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa 

giro/imbalan hasil lainnya yang sejenis atas dana yang disimpan 

pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro 

yang berlaku. Bunga dan/atau jasa giro/imbalan hasil lainnya 

yang sejenis yang diperoleh Pemerintah Daerah merupakan Lain-
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lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan biaya 

sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank 

didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang 

bersangkutan. Biaya tersebut dibebankan pada belanja daerah.

2. Pembukaan Rekening Operasional

a. Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan 

dan rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah 

pada Bank yang sama dengan Bank penampung RKUD yang 

ditunjuk oleh Bupati.

1) BUD dapat membuka beberapa rekening operasional 

penerimaan sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah 

mekanisme penerimaan pendapatan daerah.

2) BUD membuka rekening operasional pengeluaran.

b. Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke 

rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat 

membuka rekening penerimaan daerah pada Bank dimaksud 

setelah mendapat persetujuan Bupati.

c. Pemindahbukuan dana dari rekening penerimaan dan/atau 

rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum 

Daerah atau sebaliknya, dilakukan atas perintah Bendahara 

Umum Daerah.

d. Perintah pemindahbukuan oleh Bendahara Umum Daerah 

dimaksud dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara 

BUD dengan pejabat penanggungjawab pada Bank yang terkait.

e. Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional 

penerimaan adalah sebagai berikut:

1) Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk 

menerima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak 

melalui bendahara penerimaan dan/atau menerima setoran 

pendapatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan.

2) Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai 

rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus 

disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya 

sekali sehari pada akhir hari/ jam yang ditentukan sesuai 

dengan yang ditetapkan dalam PKS antara Bendahara Umum 

Daerah dengan Bank Umum bersangkutan.
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f. Ketentuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran operasional 

adalah sebagai berikut:

1) Rekening operasional pengeluaran dioperasikan sebagai 

rekening yang digunakan untuk membiayai kegiatan 

pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran.

2) Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk 

pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung 

kepada pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk 

pemberian UP, penggantian Uang Persediaan (GU) kepada 

bendahara pengeluaran serta pemberian TU kepada 

bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran 

pembantu.

3. Pembukaan Rekening SKPD

a. Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan 

pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekening 

bank atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 

Pembantu dan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu SKPD pada bank yang sama dengan RKUD sesuai 

dengan kebutuhan untuk mempermudah mekanisme 

penerimaan pendapatan daerah dan belanja daerah.

b. Kepala SKPD mengajukan permohonan pembukaan rekening 

kepada BUD;

c. BUD dapat membuka beberapa rekening penerimaan

SKPD/rekening pengeluaran SKPD sesuai dengan kebutuhan 

untuk mempermudah mekanisme penerimaan

pendapatan/belanja daerah.

d. Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke 

rekening Bank Umum tertentu, BUD dapat membuka rekening 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD 

pada Bank dimaksud setelah mendapat persetujuan Bupati.

e. Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung 

penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD 

bersangkutan. Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di rekening 

penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan seluruhnya ke 

Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara penerimaan. 

Rekening penerimaan SKPD dibuka atas nama bendahara 

penerimaan SKPD.

v
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f. Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uang 

yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD, seperti 

uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang dikelola 

oleh bendahara pengeluaran SKPD. Rekening pengeluaran SKPD 

dibuka atas nama bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara 

pengeluaran pembantu SKPD.

4. Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek

a. Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan 

dapat dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka 

pendek.

b. Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera 

diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan 

kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 

(dua belas) bulan. Termasuk dalam investasi jangka pendek 

adalah deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 

12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, 

pembelian Surat Utang Negara (SUN) jangka pendek dan 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

c. Investasi jangka pendek bisa dilakukan melalui tiga cara yaitu 

melalui Deposito, Surat Utang Negara dan Sertifikat Bank 

Indonesia.

1) Deposito

Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan 

oleh bank kepada masyarakat. Deposito juga memiliki 

persyaratan tertentu salah satunya memiliki jangka waktu 

tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik 

nasabah. Sementara itu, imbal jasa dari deposito adalah 

bunga deposito yang biasanya lebih tinggi dari tabungan 

biasa. Pemerintah Daerah melakukan penempatan kas 

daerah dalam bentuk deposito pada Bank yang ditunjuk 

sebagai penempatan RKUD yang menjadi Bank Persepsi atau 

Bank Pembangunan Daerah. Dalam rangka menjamin 

likuiditas keuangan daerah, Deposito Pemerintah Daerah 

harus dapat ditarik sebagian atau seluruhnya ke Rekening 

Kas Umum Daerah oleh BUD setiap saat diperlukan.

i
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2) Surat Utang Negara

Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang 

berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran 

bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya. 

SUN digunakan oleh pemerintah pusat antara lain untuk 

membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas 

jangka pendek dalam satu tahun anggaran.

Surat Utang Negara terdiri atas:

a) Surat Perbendaharaan Negara

b) Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai 

dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara 

diskonto.

3) Obligasi Negara

Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) 

bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga 

secara diskonto.

Jadi SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi jangka 

pendek adalah SUN dalam bentuk Surat Perbendaharaan 

Negara karena berjangka waktu dibawah 12 bulan. Tata cara 

investasi dalam bentuk SUN mengikuti peraturan 

perundang-undangan tentang SUN.

4) Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang 

berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) 

bulan dengan sistem diskonto/bunga. Tingkat suku bunga 

yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh 

mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang,

d. Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan 

melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka 

pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan 

Daerah, tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.

2) Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam 

investasi jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa 

dana yang digunakan adalah dana yang benar-benar belum 

akan digunakan dalam waktu dekat (idle cash).

http:\\jdih.pemalangkab.go.idhttp:\\jdih.pemalangkab.go.id



- 4 3 -

3) BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi 

jangka pendek kepada Bupati. Rencana ini mencakup jumlah 

dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi beserta 

alasan dan hasil analisa pemilihan investasi.

4) Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD 

atas rencana investasi jangka pendek, Bupati menetapkan 

jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan 

menerbitkan Surat Keputusan Bupati.

5) Berdasarkan SK Bupati tersebut BUD menerbitkan Surat 

Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan 

pemindahan dana dari kas umum daerah kedalam investasi 

yang dipilih.

6) Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas 

Umum Daerah paling lambat per 31 Desember.

5. Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah

a. PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua 

penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses 

penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah memuat 

informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen 

yang dilakukan secara elektronik.

b. Penerimaan RKUD

1) Berdasarkan Nota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang 

sah, BUD mencatat pada Buku Kas Umum pada sisi 

penerimaan pada kolom tanggal dan kolom nomor bukti.

2) BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.

3) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku 

Kas Umum.

c. Pengeluaran RKUD

1) Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap 

pengeluaran uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan 

pada dokumen surat perintah membayar yang diterbitkan 

oleh PA/KPA.

2) Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku 

Kas Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan 

kolom nomor bukti.

d. Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah
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1) Proses pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah 

dilaksanakan oleh Kepala Bidang Akuntansi dan Aset 

Daerah.

2) Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum 

daerah yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara 

Umum Daerah menyampaikan laporan tersebut kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dokumen-dokumen yang 

dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-bukti transaksi 

pada kas umum daerah akan dijadikan dasar dalam 

membuat laporan BUD.

3) Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk:

a) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH); dan

b) Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian.

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap 

hari keija pertama setiap minggunya kepada Bupati atau 

dapat diserahkan sesuai kebutuhan.

4) Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara Umum 

Daerah membuat Register SP2D yang telah diterbitkan. 

Register SP2D secara otomatis diperoleh dari sistem aplikasi 

pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi.

6. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen penatausahaan kas umum daerah antara 

lain sebagai berikut:

a. Buku Kas Umum BUD

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
BENDAHARA UMUM DAERAH 
TAHUN ANGGARAN......

N O. T a n g g a l N o .  B u k tt I '  ; i, i • O r» t* n P a n a r i n a a n P a n g e t  u a r a n S a ld o

Ol*i*pfc»n «d«h, auoAuMtiuo

c u c & a .

N l * s _____________
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b. Laporan Posisi Kas Harian

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

LAPORAN POSISI KAS HARIAN 

T a h u n  A n g g a ra n ......

Rirl

T a n g g a l

Perio&s

S
’ i H * £ { ( 5 * *

■ 1 ' :f Urslki * ^ Penerimaan Pv.r.^r-J3ran
11SP2D*I ff  = SrSIU': UEn-Iacn

,

.

Jcvnfah

ffirtyijjitea fcaftiaj'

R e k a p i t u l a s i  F o s I s S  K a s ,  c fi B U O :

SaldaBanki
S a l d l g  B = n l c  2 : R p  

d s t .  : f f o

TotafSiid&Kâ rFp

D i s i a p k a n  o l e h ,  

BUD/KuasilUO

* r « a l  S i y a  £ s s  J e  t u r  j f f n n  t h s  f r g
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c. Rekonsiliasi Bank

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

REKONSILIASI BANK 

T a h u n  A n g g a ra n ......

Periode J.

,L  SaMctKasUmum D^rahmenirut BuVu 
i  SaSdoKaslicnumbKiahmenirutBank 

Selsft

Rp™ , 
Rpu.—, 

Rp™ ,

keterangan Selisih
.A- Penerim aan yang (alah dicatat ola h Buku;

bel um tf iw u t  d e h  Bank
a. STS Mo— >
b. Bukti lalnyangseh 

C D£t~,

ftp

Rp

B, PengeluaraiYepsttJahdiMtatdehBiiku, 
be| umidlcatat d e h  Bank

^P n m i  i w  i  

» n

cGst^„
IlU | | i a i l l B « M | J I  U M I I B  M l » |

.Penerimaan yang bilah dicatat ok h Banfc; 
belum dicatat deh  Buku
a. Nota Kredit N'o— Rp------ -----------
b. Pendapat- Bunga RP..»,.„.... .
c  Pen dapatan Jasa Gru 
d. Buku (ain yangsEh
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C. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS

1. Ketentuan Umum

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non 

anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada 

rekening pihak ketiga yang telah ditentukan.

Beberapa ketentuan terkait penatausahaan kas transitoris adalah 

sebagai berikut:

a. Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:

1) Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, 

bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara 

khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan 

pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 

dan/atau PPN;

2) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima 

Upah antara lain Bupati, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat 

Desa dan Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh 

Pasal 21, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan 

kecelakaan kerja dan jaminan kematian;

3) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan 

oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah dalam 

melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan 

dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai 

ketentuan peraturan perundang- undangan. Sebagai contoh 

uang jaminan dimaksud antara lain uang jaminan pekerjaan, 

uang jaminan pemelih.araan, uang jaminan bongkar reklame, 

dan jaminan lainnya; sehingga apabila ada kegagalan dalam 

pekerjaan atau penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan 

tidak dapat dilaksanakan maka uang jaminan ini menjadi 

milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini pemerintah 

daerah.

4) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

b. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari 

transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga 

dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak 

terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.
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c. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada 

akun perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris 

dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan 

fihak ketiga (PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA 

sehingga tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran 

namun informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK 

dan di laporan arus kas di bagian aktivitas transitoris sesuai 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

d. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, 

tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam 

jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.

e. Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa 

ketentuan sebagai berikut:

1) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya 

sesuai kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan 

mengakui uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa 

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2) Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak 

ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai 

kontrak, digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi 

kewajiban pihak ketiga tersebut dalam mencapai target 

kinerja sub kegiatan SKPD yang ditetapkan.

f. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan 

pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara 

Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

g. Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran 

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan 

secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/BPP

1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan 

perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai 

peraturan perundang-undangan, wajib memungut pajak atas 

pembayaran belanja melalui UP/GU/TU/LS.

2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ 

Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak

k
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sesuai peraturan perundang-undangan wajib menyetorkan 

seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas 

Negara.

3) Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara 

Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan 

perundang-undangan melakukan pencatatan pada buku 

terkait.

b. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD

1) Kas Transitoris yang melekat pada transaksi penyetoran kas 

transitoris atas potongan pajak dan potongan-potongan 

lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme LS 

dilakukan langsung oleh bank.

2) Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak 

ketiga atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan 

pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening 

tujuan yang telah ditentukan.

3) Jaminan

Bagian 1: Pengembalian Uang Jaminan

a) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyedia 

barang/jasa ke rekening RKUD.

b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia 

barang/jasa setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya 

kepada pemerintah daerah.

c) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah 

BUD yang berisi:

(1) Perintah Pencairan Uang;

(2) besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;

(3) pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;

(4) dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan 

bahwa penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan 

kewajibannya

Bagian 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan

a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya 

sesuai kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada 

pihak ketiga.
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b) Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga 

dengan menggunakan uang jaminan yang diformulasikan 

dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD yang 

bersangkutan.

c) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah atas uang jaminan 

tersebut yang sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak 

ketiga.

D. PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (DPA-SKPD)

1. Ketentuan Umum

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 

yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang 

memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana 

pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana 

realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

2. Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD

a. Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, 

PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD 

untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. 

Surat pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling 

lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran 

APBD ditetapkan.

b. Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan 

surat pemberitahuan Bupati dan menyerahkan rancangan DPA- 

SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) 

hari setelah surat pemberitahuan diterima.

c. Rancangan DPA-SKPD mencakup:

1) Rancangan Ringkasan DPA-SKPD

2) Rancangan DPA-Pendapatan SKPD

3) Rancangan DPA-Belanja SKPD

4) Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD

5) Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD

d. Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPD

1) Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD 

menyampaikan rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk 

dilakukan verifikasi.
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2) TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling 

lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA- 

SKPD. Verifikasi rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan 

instrumen verifikasi antara lain:

a) standar harga satuan yang ditetapkan Bupati dengan 

berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

b) analisis standar belanja;

c) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);

d) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan/atau

e) Petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau 

dana otonomi khusus.

3) Berdasarkan hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA- 

SKPD, SKPD melakukan penyempurnaan penyempurnaan 

kepada TAPD dan menyampaikan hasil

e. Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD

PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA- 

SKPDyang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

E. PENYIAPAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH DAERAH

1. Ketentuan Umum

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber 

dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur 

ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD 

dalam setiap periode.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA- 

SKPDdan jadwal pelaksanaan kegiatannya.

b. Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa 

BUD bersamaan dengan penyampaian Rancangan DPA-SKPD.

c. Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling 

lama2 (dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.

d. Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD 

dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain:

1) sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;

2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana 

penarikan dana dalam DPA-SKPD.

I
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e. Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah 

diverifikasi, menyusun rancangan anggaran kas pemerintah 

daerah.

f. Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah 

daerah kepada PPKD selaku BUD.

g. PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas 

pemerintah daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 

1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah 

daerah diterima.

F. SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD)

1. Ketentuan Umum

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dokumen yang menyatakan 

tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP) atas pelaksanaan APBD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran 

kas pemerintah daerah.

b. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku 

BUD untuk disahkan.

c. Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada 

Kepala SKPD.

G. PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN

1. Ketentuan Umum

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. Untuk melakukan pengakuan atas pendapatan daerah 
dimaksud diperlukan pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan 
daerah.
Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dimaksud 
meliputi penatausahaan penetapan, penerimaan pendapatan dari 
pihak ketiga, penyetoran pendapatan ke RKUD, pengendalian 
melalui buku-buku bendahara penerimaan, pertanggungjawaban 
bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu .
a. Semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan 

penyetorannya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
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b. Dalam hal Penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, 
BUD melakukan pengesahan dan pencatatan Penerimaan Daerah 
tersebut.

c. Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya 
ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 
(satu) hari. Dalam hal kondisi geografis Daerah sulit dijangkau 
dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan 
jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya.

d. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan 

sah atas setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen 

elektronik.

e. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai 

dan/atau nontunai. Penyetoran penerimaan pendapatan 

menggunakan surat tanda setoran (STS). Penyetoran dianggap 

sah setelah Kuasa BUD menerima nota kredit atau dokumen lain 

yang dipersamakan.

f. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, efek, atau 

surat berharga yang dalam penguasaannya:

1) lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis 

daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan 

keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif 

lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari 

yang diatur dalam Peraturan Bupati, dan/atau

2) atas nama pribadi.

a. Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan 

dengan wewenang Bendahara Penerimaan dan tugas/fungsi 

SKPD dan SKPKD, sebagai berikut:

Jenis Pendapatan Bendahara Penerimaan
Pajak Daerah Bendahara Penerimaan di 

Bapenda

Retribusi Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD

yang memiliki tugas dan 

wewenang pengelolaan retribusi

Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisahkan

Bendahara Penerimaan SKPD 
yang melaksanakan fungsi BUD,

ii
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Jenis Pendapatan Bendahara Penerimaan
Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah

Transfer Pemerintah Pusat 

Transfer Pemerintah Daerah 

BLUD terkait 

Hibah

Lain-lain Pendapatan Sesuai 
dengan Ketentuan
Perundang- undangan

kecuali:
1. Hal-hal terkait pajak dan 

retribusi tetap dikelola oleh 
Bendahara Penerimaan di 
SKPD terkait

2. Pendapatan BLUD dikelola 
oleh BLUD terkait

3. Pendapatan Hibah Dana 
BOS, Dana kapitasi dan 
pendapatan lainnya yang 
dikelola oleh Bendahara 
Khusus.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Tahap Penetapan dan Penagihan

Bagian 1 - Penetapan Pendapatan

1) Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Bupati atau 

pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen 

penetapan pendapatan daerah.

2) Penetapan pendapatan dapat berupa:

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D);

b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D);

c) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD);

d) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);

e) Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan-undangan.

3) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya 

jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 

pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan 

jumlah pajak yang masih harus dibayar.

4) Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib 

pajak/wajib retribusi sebagai dasar pembayaran dan kepada 

bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu 

sebagai dasar penagihan.

5) Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas 

pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA.

I
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6) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

melakukan validasi dan verifikasi atas penerimaan 

pendapatan berdasarkan dokumen penetapan.

Bagian 2- Penagihan

Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara

manual, surat elektronik, notifikasi sistem secara digital

dan/atau media elektronik lainnya. Adapun langkah-langkah

penagihan piutang sebagai berikut:

1) Petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan 

pendapatan dan surat tagihan melakukan penagihan ke 

pihak ketiga.

2) Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan

jadwal yang tercantum dalam dokumen penetapan

pendapatan.

3) Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak- 

pihak yang melakukan pembayaran pendapatan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada 

Pemerintah Daerah.

4) Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara:

a) Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan 

pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga;

b) Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan 

kepada pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima yang 

ditandatangani oleh pihak ketiga;

c) Petugas pemungut menyampaikan tanda terima dokumen 

kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 

Pembantu dan PPK-SKPD.

5) Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan 

cara:

a) Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan 

pendapatan kepada pihak ketiga;

b) Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD 

dan Bendahara Penerimaan atas pengiriman surat 

elektronik penagihan pendapatan.

6) Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara 

otomatis sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi
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atau media lain secara elektronik kepada pihak ketiga yang 

memiliki kewajiban untuk membayar pendapatan daerah,

b. Tahap Penerimaan Pendapatan

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara tunai 

dilakukan sebagai berikut:

a) Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan/atau 

surat tagih, pihak ketiga menyetorkan kewajibannya 

kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 

Pembantu.

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 

Pembantu melakukan validasi dengan meneliti kesesuaian 

antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang 

telah ditetapkan pada dokumen penetapan.

c) Atas penerimaan pendapatan tersebut, Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

menerbitkan Tanda Bukti Penerimaan dan menyerahkan 

kepada pihak ketiga.

2) Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non 

tunai, dilakukan sebagai berikut:

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 

Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan 

atas penerimaan pendapatan.

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 

Pembantu melakukan validasi bukti penerimaan sebagai 

berikut:

(1) Meneliti nota kredit/notifikasi perbankan;

(2) Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian 

antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang 

telah ditetapkan pada dokumen penetapan.

3) Penerimaan daerah melalui rekening Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non 

tunai dianggap sah setelah Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan 

validasi.

1) Penerimaan pendapatan melalui Bendahara

http:\\jdih.pemalangkab.go.idhttp:\\jdih.pemalangkab.go.id



- 57 -

4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga 

yang telah melakukan pembayaran.

5) Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai, 

dilakukan dengan cara:

a) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 

Pembantu menerima nota kredit/notifikasi perbankan dari 

RKUD atas penerimaan pendapatan SKPD; dan

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 

Pembantu melakukan validasi sebagai berikut.

6) Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas 

penerimaan pendapatan yang diterima langsung RKUD.

7) Dalam hal penerimaan pemberitahuan/notifikasi tidak 

diinformasikan secara otomatis, maka Bendahara Penerimaan 

wajib meminta bukti transaksi atas penerimaan pendapatan 

yang diterima langsung RKUD;

8) Melakukan verifikasi untuk menguji kesesuaian antara 

jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah 

ditetapkan.

9) Penerimaan pendapatan daerah ke RKUD secara non tunai 

dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara 

Penerimaan Pembantu melakukan validasi.

a) Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat dilakukan 

melalui transfer dari rekening pihak ketiga dan/atau 

melalui kanal pembayaran secara online yang disediakan 

oleh penyedia jasa pembayaran (PJP) dari lembaga 

keuangan bank dan non bank.

b) Pembayaran secara online berupa mekanisme Electronic 

Transaction Process (ETP) antara lain: agen banking, 

mobile/phone banking, car banking, Anjungan Tunai 

Mandiri (ATM), internet banking, QRIS/Barcode, tapping, 

Electronic Data Capture (EDC), Cash Management System 

(CMS) dan transaksi berbasis elektronik lainnya.

c) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan, 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan 

Pembantu melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan 

Bank.
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c. Tahap Penyetoran Pendapatan

1) Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu wajib 

menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling 

lambat dalam waktu 1 hari, kecuali kondisi geografis daerah 

sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan 

keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif 

lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.

2) Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening 

Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, 

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

wajib memindahbukukan penerimaan pendapatan dimaksud 

ke rekening RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan antara 

lain sebagai berikut:

3.1. STS

P E M E R IN T A H  K A B U P A TE N  PEM A LA N G  

S K P D .................

S U R A T TA N D A  SETO RA N  (STS)

Targ&l

Mo. Rekening 

Pererimaantanegjl

Harap dllerimi tifctfteb eur

Dengan WntknPeftejtfiitan se&agil terikut:.  "iui.—:—r~~   —:n: 1 —  t-  — 
-m E - ;K o 3 ||S |e r iin g , '. IIIS l'Urn'm ,  ;  i l  I I . Jumfah ‘j |

|

1

1

f

JUMLAH

M engetahui,

Anggaran

.SjEEi.)

Beoriabw feneramaa n/Bendahara 

Penerimaan Pembantu

’TEm 
«>s—.
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3.2. Register STS

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

SK PO ...............

TAHUN ANGG ARAN........

FEG iSTtR Srs

Periodei—̂ —.

tb. ■ k J .5T S  ' :
■ .» . .i* .....

IJ a rv r ja y j  ^Kodc R i l e n l i s l w  m m  t -■1 1 ■ -»  ?
p f  f  Ju n ila h  j -  SaU W

OsetLjuioteh 
Psnjgura Angsarar̂  Kuta 

Perijuna Arjjnn

Disiapkan o!eH  

B s n d a te n  P e n a iirs a n / 

Bendahaa a Penerinsan

liaraa 
Kirt—.

k
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H. PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN

1. Ketentuan Umum

Dalam penatausahaan pendapatan daerah, Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus melakukan 

pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah 

yang menjadi kewenangannya.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pembukuan atas Penerimaan Tunai

1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan 

Tanda Bukti Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi 

penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan.

2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD pada 

Buku Kas Umum (BKU) di sisi pengeluaran.

3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku 

register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

b. Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara secara Non 

Tunai

1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat penerimaan di rekening Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non 

tunai berdasarkan bukti penerimaan (nota kredit atau 

notifikasi perbankan lainnya) yang sudah divalidasi pada 

Buku Kas Umum (BKU) di sisi penerimaan sesuai dengan 

kode rekening pendapatan.

2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat penyetoran pendapatan secara non tunai 

(pemindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di 

sisi pengeluaran

3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku 

register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

c. Pembukuan atas Penerimaan di RKUD

1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat penerimaan di RKUD berdasarkan bukti

k
t
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penerimaan (nota kredit atau notifikasi perbankan lainnya) 

yang sudah divalidasi pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi 

penerimaan dan di sisi pengeluaran sesuai dengan kode 

rekening pendapatan.

2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu 

mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku 

register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pembukuan bendahara penerimaan antara lain 

sebagai berikut:

3.1. Buku Kas Umum

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

S K P D ...............

TAHUN ANG G ARAN........

RSv i l o i i u w l h  r W l l F iY a 'a n s ’ ’ > P a na -raan  >
i » U  * i

PflftgllUJU-i

t

I

(

l

I

I

i

t

|

Sa.'daBudiBcndaliinPtnttiriti «,3<nditi'iPei«rifraiflPenbii£*
tp.---------------
ftr’bJri.
Urite B»n: 

b.Sark

tUlHJfJ «Mi. 
P«'C’irt<A'gpr*i/ 
Kuisi?eiOA»

PW4fW?V4fl/

05C

fa IITI

Hlft

I
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3.2. Buku Pembantu Kas Tunai

3.3. Buku Pembantu Bank

L
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I. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN

1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara 

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban. Bendahara 

Penerimaan SKPD bertanggungjawab secara administratif kepada PA 

dan secara fungsional kepada BUD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Tahap Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Bagian 1 - Bendahara Penerimaan Pembantu

1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu 

melakukan penutupan BKU.

2) Bendahara Penerimaan Pembantu menyusun Laporan 

Penerimaan dan Penyetoran.

3) Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register STS 

dan bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

4) Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU, 

Laporan Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan 

Register STS dan bukti penerimaan yang sah dan lengkap 

kepada Bendahara Penerimaan SKPD, paling lambat tanggal 5 

bulan berikutnya

Bagian 2 - Bendahara Penerimaan

1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan 

penutupan BKU.

2) Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan 

Penyetoran.

3) Bendahara Penerimaan menyiapkan register STS dan bukti- 

bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah.

4) Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang 

dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat 

tanggal 5 bulan berikutnya.

5) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi, evaluasi dan 

analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan 

oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.

6) Bendahara Penerimaan menggunakan data

pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu yang 

telah diverifikasi dalam proses pembuatan Laporan

i
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Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan yang merupakan 

gabungan dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 

Pembantu.

b. Tahap Penyampaian LPJ Administratif

1) Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada 

Pengguna Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan:

a) BKU

b) Laporan Penerimaan dan Penyetoran

c) Register STS

d) Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah

e) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

2) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara 

Penerimaan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti 

penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau 

laporan terkait

b) Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti 

penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau 

laporan terkait

c) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap 

proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya

3) Jika PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/atau 

ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan 

kepada Bendahara Penerimaan.

4) Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan 

lengkap dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD akan 

menyatakan tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan 

LPJ Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran 

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

5) Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap LPJ 

Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi.

c. Tahap Penyampaian LPJ Fungsional

1) Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi 

persetujuan (approval), menyampaikan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan kepada PPKD 

selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
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2) PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan 

rekonsilisasi penerimaan.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen laporan pertanggungjawaban bendahara 

penerimaan antara lain sebagai berikut:

3.1. LPJ Bendahara Penerimaan

LAPORAN PERTANGGUNGJAW ABAN 

BENDAHARA PENER1M AAN/BENDAHARA PENERIM AAN PEM BANTU

SKPD :

PERJODE :

A. P e n e rim a a n

l .T u n a im e la lu i  b e n d a h a ra  p e n e rim a a n . Rp..............

2 . T unai m e la lu i b e rtd ah a ra  p e n e r im a a n  p e m b a n tu Rp* <■ (•••<.*•

3 . M elalu i k e  re k e n lrg  b e n d a h a ra  p e n e r im a a n Rp............ -

4 . M -= 1 a k ilk e re k e n ln g k a su m u m d a e ra h Rp............ .

B. Ju m lah  p e n e r im a a n  y an g  h a ru s  d ise to rk a n  (AHA2+A3)

C. Ju m lah  p e n y e to ra n

D. S aldo  Kas d i B en d ah ira

1. B en d ah a ra  P e n a lm a a n RP............. .

2. B en d ah a ra  P e n e rim a a n  P e m b a n tu . . . . . Rp............-

3 . B e re iah ara  P e n e r im a a n  P e m b a n tu . . . . . RP...........-

4 . d s t ....... RP............-

Osetujuiofeh, 

Pengguna Anggaran/ 
Kuasa Pengguna Anggaran

Dtsfcpfcart ofefv 
tenda hara Penerimaan/ 

Bendatara Penerimaan Pembantu

Nama Nama.

NIP:... NIP:...
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3.2. Laporan Penerimaan dan Penyetoran

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

S K P D ...............

TAHUN ANGGARAN.......

IAW MH PnDJMMU M rt FOITCTOMtt
I* J — ~|— *—

«9,

tt 31 M*CM,SAW4f||r •* - 1: P ttlftU U ttU  JP - ■ r> U K introM H » i t  u  i?

*liM »? 11!»«« F ijif**fcf4*«hr * Ml ; > - *ll»
7 u (p l !: «cva.itf'jj

'1 1 | • >tr 
ffJuWafc
tl M j flQi iUfctfj

:
Jbnfeli

't*
1

■2

5
4 '

S
6

?
8

9
20

21
11
23
1*
25
25

lEtrlihtMHfrriUA:.
rureal
'JmluHiiekWPO 
«UD; t F j»

rDTAl___________ lFp_

ruufi tFp
ro rcS if i Fp

rem iFp

SttleKas d Sard Fwifrrfiuvu 

3»ft> M g ___________

Oi«U|U
pMjjyMArtsarart/tu** PMjjina 

Audi!'

a :t;? k jr« la h , 

t  tm ilu  ̂  h m  rfnua/ 
leoieFe •  PenefinaMn

UiN
inliM

l
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J. REKONSILIASI PENERIMAAN

1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku 

BUD melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam rangka 

rekonsiliasi penerimaan.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD melalui Kepala 

Bidang Akuntansi dan Aset Daerah memverifikasi, mengevaluasi, 

dan menganalisis dengan langkah-langkah sesuai ketentuan, yaitu:

a. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan 

mutasi RKUD

b. Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesuaian dan/atau 

ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan 

kepada Bendahara Penerimaan SKPD.

c. Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan 

rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi- 

transaksi pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak 

tercatat oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara 

Penerimaan Pembantu

d. PPKD selaku BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan 

dengan menampilkan data setiap bulan.

e. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian 

realisasi penerimaan.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen rekonsiliasi penerimaan antara lain sebagai 

berikut:
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Rekonsiliasi Penerimaan

PEM ER IN TA H  K A B UPATEN  PEM ALANG  

R EK O N SILIA S I PEN ERIM AA N  

TA H U N  A N G G A R A N .......

A. Pendapatan  Daerah berdasarkan LP J Bendahara Penerim aan Rp.

B, Transaksl-transakii pendapatan  yang d lterim ao leh  BUD te tap l tidak 
te r ta ta  
P e n U n tu

a— —-r
__

c .D it

Rp.
Rp.

Rp.
Total Rp.

C  Ener/K esatahan Pencatatan  Penerim aan 
a _ _ _ _ _ _ _ . . . .

c.Dst

Rp.
Rp.
Rp-

Total. Rp*

K. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN

1. Ketentuan Umum

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau 

restitusi daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan 

Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan 

penerimaan pendapatan daerah.

Ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah 

sebagai berikut:

a. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya 

berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun 

sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening 

penerimaan yang bersangkutan.

b. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya 

tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan 

dengan membebankan pada rekening penerimaan yang 

bersangkutan.
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c. Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya 

tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan 

dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga. 

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Bupati ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut:

a. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya 

berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun 

sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut:

1) penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap 

tahun; dan

2) objek penerimaan daerah yang sama.

b. Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:

1) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;

2) rekomendasi APIP;

3) rekomendasi BPK-RI;

4) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah 

tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau

5) Informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan.

c. Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan 

pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan 

proses verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:

1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar 

pengajuan.

2) memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.

d. Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:

1) kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau

2) adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat 

penetapan yang sudah disampaikan.

e. Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta 

hasil verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLB 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus 

didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar 

(SKPDLB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar 

(SKRDLB) atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk 

pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah.
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g. Pengguna Anggaran berdasarkan dokumen SKPDLB, SKRDLB 

atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan 

selain pajak daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat 

permohonan pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan 

pajak daerah/retribusi daerah kepada BUD.

h. Berdasarkan surat permohonan pembayaran kelebihan 

penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD 

menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SP2) untuk 

pengembalian kelebihan penerimaan pajak daerah/retribusi 

daerah.

i. Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan 

pendapatan memuat informasi, aliran data, serta penggunaan 

dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Tahap Penerbitan SKLB

1) Bendahara Penerimaan menenma informasi kelebihan atas 

penerimaan pendapatan daerah.

2) Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap 

informasi atau permohonan pengembalian kelebihan 

penerimaan pendapatan daerah.

3) Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan 

SKLB.

4) PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.

b. Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan 

pendapatan daerah

Bagian 1 - Penyesuaian Pendapatan

Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas 

kelebihan Penerimaan Daerah:

1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama 

maupun tahun sebelumnya

2) yang sifatnya tidak berulang yang terjadi dalam tahun yang 

sama Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan 

koreksi pada rekening penerimaan yang bersangkutan.

Bagian 2 - Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran 

SKPD/SKPKD akan memproses pengajuan LS pengembalian atas
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kelebihan pendapatan daerah dan membebankannya pada 

rekening belanja tidak terduga,

c. Tahap Penyesuaian Pencatatan

1) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan 

daerah yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang 

sama, Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penyesuaian 

pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan 

penerimaan daerah dimaksud melalui koreksi kesalahan 

pencatatan penerimaan daerah.

2) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan 

daerah yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada 

sebelumnya, Bendahara Pengeluaran SKPKD melakukan 

penyesuaian pencatatan terhadap pengembalian atas 

kelebihan penerimaan daerah dimaksud yang dibebankan 

pada BTT.

L. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

1. Ketentuan Umum

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai 

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari 

Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, 

yang mana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun 

anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang 

ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Beberapa ketentuan dalam pelaksanaan dan penatausahaan belanja 

adalah sebagai berikut:

a. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat 

melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara 

Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada 

Unit SKPD.

b. Dalam proses belanja menggunakan UP, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat 

melakukan pembayaran secara langsung kepada penyedia 

barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu 

kepada PPTK.
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c. Pembayaran belanja secara langsung kepada penyedia 

barang/jasa atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan 

dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang 

dituangkan dalam Nota Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh 

PPTK.

d. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non 

tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening 

PPTK.

e. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran 

belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud 

kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu melalui transfer ke rekening Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu. Jika uang 

panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran belanja, Bendahara 

Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar 

kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening PPTK.

f. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas 

penggunaan uang panjar yang diterima dari Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Belanja Menggunakan Uang Panjar

1) Pengajuan Uang Panjar

a) PPTK menghitung kebutuhan uang panjar yang 

berdasarkan rencana pelaksanaan sub kegiatan dan DPA 

SKPD.

b) PPTK menyiapkan NPD.

c) PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk 

mendapatkan persetujuan.

d) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan 

menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/ 

Bendahara Pengeluaran Pembantu.

e) Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan 

PA/KPA, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu mencairkan uang panjar sebesar yang 

tercantum secara non tunai melalui pemindahbukuan

i
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dari rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.

2) Pelaksanaan Belanja

a) Setelah menerima uang panjar tersebut, PPTK melakukan 

belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang 

dikelolanya. Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK 

diwajibkan untuk mendapatkan bukti belanja yang sah 

sebagai syarat keabsahan belanja secara materiil.

b) Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan 

atau pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK 

menyusun rekapitulasi belanja yang menggunakan uang 

panjar dilampiri dengan bukti-bukti yang sah, untuk 

selanjutnya diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran 

untuk diverifikasi dan sebagai bahan pertanggungjawaban 

belanja.

c) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja 

terdapat kekurangan pembayaran atas uang panjar yang 

diberikan, Bendahara Pengeluaran melakukan 

pembayaran kekurangan pembayaran tersebut secara non 

tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara 

Pengeluaran ke rekening PPTK.

d) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja 

terdapat kelebihan uang panjar, PPTK melakukan 

pengembalian kelebihan uang panjar secara non tunai 

melalui pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening 

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran 

Pembantu.

b. Pelaksanaan Belanja Tanpa Uang Panjar

1) PPTK mengajukan NPD berisi rencana belanja kepada 

PA/KPA melalui bendahara pengeluaran/bendahara 

pengeluaran pembantu.

2) Berdasarkan NPD yang telah disetujui PA/KPA, bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu melakukan 

pembayaran/transaksi belanja langsung kepada pihak ketiga.

3) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 

/PPTK mendapatkan bukti transaksi.
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4) Bukti transaksi disusun dalam tanda bukti pengeluaran dan 

rekapitulasi belanja per sub kegiatan,

c. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran

1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 

melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran.

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 

belanja terkait telah disediakan.

c) Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk 

bukti/pernyataan atas pencatatan/pendaftaran BMD.

d) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum 

dalam bukti transaksi.

2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi, 

Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK untuk 

melakukan perbaikan atau penyempurnaan.

3) Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan 

LPJ Penggunaan UP.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja antara 

lain sebagai berikut:

3.1. Nota Pencairan Dana

S K P D .........................
NOTA PENCAIRAN DANA 

N o..........................T a n g g a l : .

Jenis NPO 
. PPTJC *
.Program
.Kegiatan
: Sub Kegiatan :
. No.DPA
Tahun Anggaran : „

; O  P an jar O T anpa Panjar

•NO Kode Rekening .. i | | }  Uraian - i >7 Anggar, m > SlsaA nsearan - Pencairan :

Juni d t

Disetujui o le h , - 
Pengguna Anggaran/Kuasa 

Pengguna Anggaran

Disiapkan d e h .

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Nama» 
N P : . - — ...
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3.2. Tanda Bukti Pembayaran

TANDA BUKTI PEM BAYARAN

Nomor : ....................................
Bendahara Pengeluaran* telah mengeluarkan uang 
sebesar

Rp

Kepada
NPWP
No. Rek Bank 
Untuk Pembayaran 
Kode Sub Kegiatan 
Uraian Sub Kegiatan

Kode Rekening Uraian Rekening Rupiah (Rp)

Junilah Kotor
Potongan Pajak

Uraian Rupiah (Rp)

Jumlah Potongan Pajak

Dibayarkan pada tanggal 
Mengetahui

Pejabat Pelaksana 
Teknis Kegiatan

Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran 

Pembantu*

Nama
NIP

Nama
NIP

Bendahara Pengeluaran/ B endahara Pengeluaran Pembantu
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3.3. Rekapitulasi Belanja Per Sub Kegiatan

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
REKAPITULASI BELANJA PER  SUB KEGIATAN 

LPJ : ...........

U nit O rgan isasi
S ub  U nit O rganisasi

Program
K egiatan
S ub  K egiatan
KPA
PPTK

NO. KODE REKENING NAMA REKENING URAIAN BELANJA REF JUMLAH (Rp)

JUMLAH (Rp)

M engetahui, P e m a la n g ,................

P engguna A nggaran / Bendahara Pengeluaran/ Bendahara P ejabat P e la k san a  T eknis
K uasa P engguna Anggaran* Pengeluaran Pembantu K egiatan

N am a N am a Nama
NIP NIP NIP

Catatan verilikasi Bendahara Pengeluaran/BencLihara Pengeluaran Pembantu terlampir

*=* KPA, Jika  kegiatan dilimpahahkan ke KPA

n
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M. PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN

1. Ketentuan Umum

Penetapan besaran Uang Persediaan (selanjutnya disebut UP) 

merupakan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang 

ditetapkan dalam keputusan Bupati berdasarkan perhitungan 

besaran UP yang dilakukan oleh BUD.

Beberapa ketentuan umum terkait penetapan besaran UP untuk 

setiap SKPD adalah sebagai berikut:

a. Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak 

menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan 

besaran UP didahului dengan melakukan perhitungan besaran 

anggaran belanja yang akan menggunakan LS.

b. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu 

dari keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA- 

SKPD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang 

merupakan penjumlahan antara besaran LS dari belanja operasi, 

belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

b. Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan 

menggunakan UP, dengan cara melakukan pengurangan total 

belanja berdasarkan DPA SKPD dengan jumlah besaran belanja 

LS yang sudah dihitung.

c. Melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan 

LPJ UP dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/atau 

pengalaman tahun-tahun sebelumnya atau 12 kali.

d. Menentukan besaran UP dengan rumus:

Besaran UP

_ Rencana pembayaran belanja menggunakan uang persediaan 
Proyeksi frekuensi pengajuan LPj UP dalam setahun atau 12 kali
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N. PROSES PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN

1. Ketentuan Umum

Pelimpahan Uang Persediaan (untuk selanjutnya disingkat Pelimpahan 

UP) adalah alokasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk 

Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk 

memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya 

yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Pelimpahan UP digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang 

dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu di luar LS maupun 

TU. Proses pelimpahan UP ini muncul karena adanya ketentuan yang 

mengatur bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya berwenang 

untuk mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan 

SPP-TU.

Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai 

berikut:

a. Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD 

dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA).

b. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat 

melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara 

Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit 

SKPD, yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan 

dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara 

Pengeluaran Pembantu.

c. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat 

keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara 

Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara 

Pengeluaran.

d. Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan 

besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 

serta waktu pelaksanaan kegiatan.

e. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran 

dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada 

buku-buku terkait.

f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas 

penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.

i
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g. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir 

ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai 

dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan 

secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara 

Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan Pelimpahan UP adalah sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran menetapkan besaran pelimpahan UP 

berdasarkan usulan dari Bendahara Pengeluaran.

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan permohonan 

pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna 

Anggaran.

c. Berdasarkan besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh Pengguna 

Anggaran, Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening 

Bendahara Pengeluaran Pembantu.

d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu 

melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut pada buku-buku 

terkait.

Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan permintaan

pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara Pengeluaran sebesar

pelimpahan UP yang terpakai disertai bukti-bukti transaksi.

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal 

pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus 

sebagai proses pembebanan rekening Belanja.

Permintaan pembayaran diatur sebagai berikut:

a. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD diberikan 

UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

b. Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati tentang besaran UP, yang ditetapkan satu kali 

dalam satu tahun pada awal tahun anggaran, berdasarkan 

pertimbangan:

1) ketersediaan kas di RKUD;

O. PERMINTAAN PEMBAYARAN

1. Ketentuan Umum

Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara
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2) rencana pembayaran belanja dengan menggunakan mekanisme 

LS;

3) besaran anggaran SKPD.

c. Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Bupati tentang besaran 

UP dan disertai dengan pernyataan pengguna anggaran bahwa uang 

persediaan akan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

d. Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang telah 

diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak melebihi besaran 

UP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-GU;

2) Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan 

sub rincian objek; dan

3) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP.

e. Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau pihak terkait 

lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu. Pengajuan 

permintaan pembayaran TU ini didokumentasikan dalam SPP TU 

yang terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-TU;

2) Rincian belanja yang diajukan TU-nya sampai dengan sub rincian 

objek.

f. Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari 

RKUD ke rekening pihak ketiga. Meskipun demikian, pembayaran gaji 

dan tunjangan dikategorikan sebagai belanja LS dengan 

pertimbangan transfer dananya dilakukan langsung dari RKUD ke 

penerima (tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran/ 

bendahara pengeluaran pembantu).

g. SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran 

antara lain:

1) hibah berupa uang;

2) bantuan sosial berupa uang;

3) bantuan keuangan;

4) subsidi;

5) bagi hasil;

6) belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan 

yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;
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7) pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan 

rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.

h. Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan sesuai 

dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS ini 

didokumentasikan dalam SPP-LS yang terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-LS;

2) Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan 

sub rincian objek.

i. Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode e-billing untuk 

pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik kepada PPTK.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP

1) Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan 

besaran UP yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati;

2) Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran UP 

tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

b. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU

1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.

2) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui

PPK-SKPD dilampiri Surat Pengesahan Laporan

Pertanggungjawaban UP.

3) Besaran SPP-GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan 

oleh Bendahara Pengeluaran.

4) SPP-GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 

20% (dua puluh persen) dari pelimpahan UP bendahara 

pengeluaran.

5) Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP yang 

disampaikan oleh PPTK, Bendahara Pengeluaran menyiapkan:

a) LP J  Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi 

yang lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait.

b) Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam SPP 

GU.

c. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

1) Pengajuan Permintaan Belanja TU:
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a) PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan 

didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA- 

SKPD, untuk memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut 

memenuhi persyaratan pengajuan permintaan belanja TU, 

yaitu:

(1) Kegiatan yang bersifat mendesak;

(2) Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau tidak cukup 

dengan SPP-UP/GU yang tersedia.

b) PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana 

TUsebagai syarat pengajuan permintaan belanja TU yang 

didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU. 

PPTK kemudian menyampaikan Daftar Rincian Rencana 

Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan 

persetujuan.

c) Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar 

Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD.

d) PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian 

Belanja TU dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan 

permintaan belanja TU yang ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati.

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menerima Daftar Rincian Rencana Belanja TU sebagai dasar 

pengajuan permintaan pembayaran TU.

b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

meneliti rencana belanja TU dengan langkah sebagai berikut:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa 

belanjaterkait tidak melebihi sisa anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk 

belanja terkait telah disediakan;

(3) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau dokumen 

yang mendasarinya;

c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menyiapkan permintaan TU yang didokumentasikan dalam 

SPP-TU;
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d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

mengajukan persetujuan permintaan pembayaran TU tersebut 

kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.

d. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS

1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan

a) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan 

sebagai dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji 

dan Tunjangan.

b) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:

(1) Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh 

pejabat sesuai kewenangan;

(2) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai 

yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang 

meliputi:

(a) gaji induk;

(b) gaji susulan;

(c) kekurangan gaji;

(d) gaji terusan;

(e) SKCPNS;

(f) SK PNS;

(g) SK kenaikan pangkat;

(h) SK jabatan;

(i) kenaikan gaji berkala;

(j) surat pernyataan pelantikan;

(k) surat pernyataan melaksanakan tugas;

(l) daftar keluarga (KP4);

(m) fotokopi surat nikah;

(n) fotokopi akte kelahiran;

(o) surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) 

gaji;

(p) surat keterangan masih sekolah/kuliah;

(q) surat pindah; dan

(r) surat kematian;

Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengan 

peruntukannya.

c) Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dan 

dokumen pendukung, Bendahara Pengeluaran memverifikasi
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rencana belanja gaji dan tunjangan dengan langkah antara 

lain:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

gaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisa 

anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana 

untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan telah 

disediakan;

(3) Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.

d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran 

menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dan 

Tunjangan yang didokumentasikan dalam SPP-LS Gaji dan 

Tunjangan. Pengajuan tersebut disampaikan kepada PA 

melalui PPK-SKPD.

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan 

Jasa

a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menyiapkan LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu 

kepada berita acara dan dokumen pengadaan. Dokumen 

pengadaan yang dimaksud antara lain:

(1) dokumen kontrak;

(2) berita acara pemeriksaan;

(3) berita acara kemajuan pekerjaan;

(4) berita acara penyelesaian pekerjaan;

(5) berita acara serah terima barang dan jasa;

(6) berita acara pembayaran;

(7) surat jaminan bank;

(8) surat referensi/keterangan bank;

(9) jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank 

RKUD;

(10) surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan 

untuk menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai 

dengan berakhir masa kontrak;

(11) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak- 

kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya 

bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri.
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Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan dengan 

kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang 

dan jasa yang dilakukan.

b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa 

dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana 

untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang akan 

diajukan telah disediakan;

(2) emMeneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa 

belanja pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan 

tidak melebihi sisa anggaran;

(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas 

tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima (BAST), 

dan dokumen pengadaan barang dan jasa.

c) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara Pengeluaran/ 

Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan pengajuan 

permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan Jasa yang 

didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa.

d) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS 

Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kepada PA/KPA melalui 

PPK-SKPD /PPK-unit SKPD.

e) Jumlah Pengajuan permintaan pembayaran LS :

(1) Pengajuan LS Honorarium sekurang-kurangnya senilai Rp 

10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah); dan

(2) Pengajuan LS Pengadaan Barang Jasa sekurang- 

kurangnya senilai Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta 

Rupiah).

3) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga

Lainnya

a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu 

kepada Keputusan Bupati dan dokumen pendukung lainnya.

b) Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung 

berdasarkan keputusan Bupati dan/atau dokumen
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pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara 

pengeluaran.

c) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

memverifikasi rencana pembayaran kepada pihak ketiga 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa 

pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan 

diajukan tidak melebihi sisa anggaran;

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana 

untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yangakan diajukan telah disediakan;

(3) Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan 

berdasarkan keputusan Bupati dan/atau dokumen 

pendukung lainnya.

d) Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan 

Permintaan LS kepada Pihak Ketiga lainnya yang 

didokumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya.

e) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak 

ketiga lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPK- 

SKPD / PPK-Unit SKPD.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen permintaan pembayaran antara lain sebagai berikut:
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a. SPP-UP

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor:..........................

U ang  P e rse d ia a n

S PP -U P

1. NanuSJTD ....................... ................

Z  Nama Ftngsuna Anggaran ........ ..............................

3. NamaBendiiuraPeoEebaraB ; —.— .......... ..................

4. KPU? Bendahara Fengcliunm

5. Nama Bank : ....................... ...............

& Nonwr Rekening Buik : -------------------- --- -----

7. Untuk Krperiuan .......... .............................

B. Dasar Pengeluaran : SPD____ Komcrn ..._______ tanggal__ ____

Sebesar Hp —  
[Takl*}.* - — ...... - )

JTff CtKa

I SPD

Tanggal: — ---- ..-------— S f l a r . « . —

Tanggal: ____________ Xam jr,. ___ _— __ _ IV

Dst: _______________ D st:-________ _______ IV

S 8P3D &«fael wa nya

Tanggal:------------------------ Kamar:_______ _____ IV

Tanggal: ----------------- -— » Kamar:.----  -------- IV

D st:__ . Dst:------------------------ IV

P a i  SPP mi diUtapkta Umpiraa-Uinpranyang (Spechikan schagircuna tertcn pada daftar krlenijapia dakumen SPP ini.

B endahara  P engeluaran  

(tanda tangan)

[nam a lengkap

NIP.

Salnaal :U ttK uaajD  
S»wi2:Utt:SenU«ntaQS«nR 
SalnanS :ttfc*An$ Beraron Pe^iliarai

h
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b. SPP-GU

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor:..........................

O u tiC u j Ftnediun

EPP-G U

1. Koma S IH ) : -------- -------- ----- ---
2. Kama Pengguna Aaggarin, : .--------- -------- ---
3. Sama Bendahara Pen^t {uaran : *————.—
4. KPWP Beodal;ara Pengejusran ; —----------,----------------
5. Kam i Bank : . __ , ... .......
6. KomorRekeBisgBank : • • , ......... ....... . . , , . , M ,
7. Untuk Kepejiaaa : .... •*WHi||iiHH| Mi»
8. Dasar Pengeluaran : SFD Kamar: _ taaj^a l „  .......

Sebisar: K£i _ , ,.. . , ,

ITra-bilafg-,^,,----- ----------------------«— .J

la Uraiu

I SPO
,,, J --------- l-----

Tanggal:_____ __ ______ Nccun:... ...... ......... «P

T ang ja l:------------ -------,— N oriM u :........................ Rp.

D s t:________ ___ Dai:_____________ Rpv

D SPSS SehelBsa7a

Tanggal: ------ .----- —— Rp.

Tanggal: Ncmtf: Rp.

D st: __________ Dsfc__________ _ «P-

Pada SFP ini diidapkan Lonpuan-iairiputn yang ifperiukan «bagaimana fcetferapsuSa daftar kekn^apra pMniw»-n SPP inL

........
B endahara F en g efru ian

(tanda, tangan)

{nama IcngkafJ 

K IR

Sanaaa i :  tfm* Kuasa a u
Salkua 2f Untuk BenSaiun ft-ngelann
5aOMa3;IMiJL4(raf>GBid&ataPE3tikiaran
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c. SPP-TU

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nranar :  ............................................................................. ..............

Tambahan U u ( Pcnc-duaa
EPP-tV

L Nama &Kf'D/Usit Kega --------------------- .—_—
2. Kode dia Xnxa$abKegatan
A Nama F'ecg^DU AnrEaran.'knasfl Petfguai Anî aou

4. N u u P m t
5. Nama Bsndalura. Pengdia-zml'iteDditanPEBfieUiarnn Penbantu ♦ „....,........
fc, NPWP Bendaitra Penstluiraa/Beisiiliari Pengeluaran Pemtusio ♦

7. Nama Bank t

& Nwaar Sekening E&nk ♦
9. Untuk Kepericaa t ♦1 ............ w ...M». ......... .
10. Daiar PeiyphiiT.in i iPO _ Ji«Eoc . .  tandai

Setrsan Rp . , .... .
| fo tik n j__„ _____ ________________J

M m

I S PD

Tangil: ---------------------- Kantor____________ R,L

Tangga!: -------  „ K JTMTT .................... *!■.
D it: ....--- ------------_.. D il:____________ Rf,

n SP2D ficbdcm njn

Tang»!: ~ IS iia o r_____ ..._____ Rr-

Tanjsd: --------- — ~----- * Kram :__—....,________ * h

D it: ---------- ----------- DtI: «♦.—.. Rp;

Pada SPP in i £fleta-iaa lamfiian-lamp tan Tang dipeikiian tefcapimama tertera jsda daiar Menffcape a dokumen SPf in i

------- tanggal-------

?«> b * l R h b u a  Y tM . K lU U . B .n 4 .h .r.
*  Penfelaaiaaf'em nis.tii

(tanda tangan) (tanda tangan)

(nama JengkafJ (nama lengkap 
KIP. SIP.

lM tivA il:iM ate |0M A fln«vym 3K i9  
5aktM l ] IMt* KUmb u>
5lE w 2 i — ■■!» !* 1«
TlfcimT IH it flruTli i Wm ■ TTjal wifTTT
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P E M E R IN T A H  K A B U P A T E N  P E M A L A N G

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)
Nomor: .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tahun Anggaran: ..........

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Nilai Rnpah

Nama Kcgiatan/Snb Kegiatan I

l Z .* x XI ■ a i»»**»

%

3. dst
Nama KegLatan/Sub Kegiatan 2
4. JJtXJUCUXJKI
5. 1LXXJ3UCCJ0UKK I M - f  m < u

t UUnJDCJOCJKt

7.
8. dst

Nama Kegiatan/SubKegiatan 3

9. XJL\JCLUnJOI

10. dst
TOTAL,

Tertilang; f I rupfohH

Mengetafori/Menje tujui:

Pengguna A nggann/Kuui Pengguna Anggaran

(Tempat, TanggrJ)
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu

flfaroa Lctpfod (NamaLenckati 
MP.__ ____

K
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PEM ERINTAH KABUPATEN PEMALANG  

SU R A T  PERM INTAAN PEM BAYARAN (SPP)
ftasior: ....... ..........

d. SPP-LS Gaji dan Tunjangan

Laagmn j  Gaji d in  T iijuupA

s m &

L NasnSKPD/L,“ t Kena -------- ------—
2  Kode d ia  NaicaStibKegBlan .............—--------
3. N anu Pengguna Ang-pran/Kuasa Penggpna Anggaran --------- --- --------------------

4, NanuPPTK

5. Nama ft-ndahara Fctigeltaraci -------- ----------— —
& M P'*'P Beniiham P e^ thm an ----- —----- ..------
7. Nama Bank ---------------------
& Nomor Rekening Bank

9. I.ntnV Kepeiiuan

10. Dasar Pengeluaran SPU ——  Ncaon tanupl.,....... .

S e ta n :  J^a — ,.,... , .,. .
i T c i & r g . , -  ................. ,,<4

Mm OralM
------------i------------1------1

I BPO
1 1

l a g i l : ......... Namun- .  ~ «P

Tangpl:,--------— ------- Namoc_______________ _ EP
D sl; ....................... O i t____________ Rp

U S72D fidchm ay i

Tjjifsnl: ,— ---------1------ N o m o c ______ «P

Tanrgii: . ...... Namoc---------- --- Ep-

D s t:.............................. Dic _---------------------- Ep-

Padi SPP id  diietajAan tampraa-laapEran jrang dpeiiufcan lebi^omasa tecien padi daftar Irlrcr^i^ora dckmren SPP in i

----- . t in g p ]------
Pejabat F d i b u i  f c b i i  K t jU iu  E en^iiu ri F c i f e l a u u

(Undi tandan] j La rw ia tangan]

(nam aler^b ifj (nama lengkap 

NIP. NIP.

l a A i r U : UrtiA PJC 
SaDWI 1: Urtuk Kuasa 8 0  
Sjbon2:lMUetteKMw»Pw^iar«VTVT1 
Saban 3 : IM I ttnp b i U n  r n f i a ^ m

L
i
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P E M E R IN T A H  K A B U PA T EN  PEM A LA N G  

SU R A T  PERM INTAAN PEM BAYARAN (SPP)
N o m a r:...........................- .........

e. SPP-LS Barang dan Ja sa

U i p s a j  B i r u  j  d ia  J u i

&PP-LB

L Kanu SKPD/Vcul Lerja : ----- --- ------------------------
2. J&sde drn Nama Sii> Kenalan : „ — .......... ..........................

X  Kami Pengguna Aaggma/Kmsa F « a g ;m  Anggaan t .......

4. KanaFT7X ♦*

5. Kami Ds&dahara Penjdaraa/BgndahTO PenrcJuaraa Pembaatu 5 .... —.... ................ ...... ......

6. K FO lkndahaniPttgihisrar/B rsdiilitiPengtkizjanPtm banht 1 ........... .........  . .

7. R im aO isl *

SL Kamar Rrktnicg D ui: i — **».............

9L IM u l Kcpeduan t
KL D m r  Fecgptmnn J 3H )_____ K anrr;_________tanggal.,____

S cttian  Rp ______ _______
[T e tia ij  „.. ]

v» T nJu

----------- 1------------ 1------

X SPD

Tangjpl: Konjen...................... .... ... Ep.

T angpl:— ------------------ Namun ________________ E*

D s t;— _ — ------------ D i t ____ _ _ Ep.

n SP3D Sebelumnya

T a m p i:,- ..............— Namun-

Tanrpl-, Namun-

D s t;„ ........ ............... D i t .............. .......... ..

Padi SPP isi dUrtafflsta lampnan-laEjiraa jsng dipedukan icbagiirana tertera pada diflar kelengkapan dokumen 57? ini.

..... —tanggal.-------

ftanifa tangan) ( ta n ii ting in )

[nama liingisf^ {nama k  r-^fcagi 

K1P. KD».

S tlm nltU M IlM aK D  
« t1in T r 11-*-** ‘ 1
S lln in J lU iM IM tM riw ifiiv iiw arin 'n
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P E M E R IN T A H  K A BU PA T EN  PEM ALANG

SU R A T  PERM INTAAN PEM BAYARAN (SPPJ
Namar: .... ............ .......... .... ...

f. SPP- LS Pihak Ketiga Lainnya

L a j n u i l P M S i i i E i U i i i j i

ETP-LS

L Ita iS lC P D /rrit Kera V

Z  XDdcdaaXaiuiSubXrpatafl *fr ............ ........... ........

i  A n ^ ja n /K ta n  F ec^ara Angpran r -------- --- ------------ -— .

*  X m P F IX

Z N a C T B ra ih m lk n jp k an a . . . .

fa. SPVi'POccdiiunPiitjcUiiraa .......-h.......... .......

7. X e s a  Etek ---- -—-----------------------..

A. Hcasn Rekening Bank --- --------------------------- -
Z  Untuk Keperluan ------..-------------------------

10. Dasar P tngthnna i?D ____ Korncr.______ _— tanggai____ ___

M * « n  Ep ...........................
TerWarg ................................. .... f

■ ■ ’OnSui.

1 £TD

T au g ii:-------------- I k e re :.. . *?■

-------_------- k ere :.^ . .......... ...

Dst: ^ 3 s t : .  ......... ............ v*

n EF2D Betotannya.

t a c g i l : .............. ............... '(« w :.» :^l

TacLSEpt - —---- -------— ------ k m x :._

D st: ... ...... ........ O it:_______________

Pa±j SfP ini dlElaf&ia bz^iran.-k=piran jung dipertukm sebopnnana trrtiTa. pada daftar krlt nr^apan dokumen SfP ns.

--------ttnggal ___

Ptjabat P t l i b m  Teknis S e p i l u  Bcaflihan. Pen^daann

(taruh l*C£ajiJ ItasdiU ti^io)

(nama loisfcaf} {naaa len£kaj} 

KIP. SIP.

tn U rU d iU M  AroDM iAinra.maTD 
S tfu n l :  iMi*.bM(ua
S*fcUa2:lMiAD«teh*»ra*VfcrafOTK 
SaAUS3:LMtAJbn^i Ik tidunh^N C inim ):

In
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P. PERINTAH MEMBAYAR

1 Ketentuan Umum

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah 

dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan 

proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai 

pengakuan belanja tersebut.

Beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan 

keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

b. Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada 

Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh 

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikasi 

kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran

c. Jenis SPM terdiri atas:

1) SPM-UP

2) SPM-GU

3) SPM-TU

4) SPM-LS Gaji dan Tunjangan

5) SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa

6) SPM-LS Pihak ketiga lainnya

d. PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan 

keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS 

dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

e. PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran 

berkenaan setelah tahun anggaran berakhir.

f. Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara, yang bersangkutan dapat 

menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM 

berdasarkan Surat Tugas PA/KPA.

g. Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang 

diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati.

h. PPK-SKPD /PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan 

pencatatan pada register SPM.

2 Ketentuan Pelaksanaan

a. Perintah Membayar UP
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1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, 

PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian 

besaran UP dengan SK Bupati.

2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD 

menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang 

didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani 

oleh Pengguna Anggaran.

3) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) 

hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk 

kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.

b. Perintah Membayar GU

1) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ 

Penggunaan UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima 

dari Bendahara Pengeluaran dengan langkah berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi 

dan dokumen perpajakan terkait.

d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ 

Penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan 

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan 

dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling 

lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU.

3) Dalam hal hasil verifikasrdinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD 

menyiapkan pengajuan Perintah Membayar GU yang 

didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani 

oleh Pengguna Anggaran.

4) Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU 

paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan 

lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa 

BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan

i
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b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist 

kelengkapan dokumen.

c) Fotocopy rekening koran yang ditandatangani PA

c. Perintah Membayar TU

1) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai 

dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD/PPK-Unit 

SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan 

permintaan Perintah Membayar TU.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan 

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta 

perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 

(satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK- 

SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar 

TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk 

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2 

(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah 

untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan 

dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

d. Perintah Membayar TU Nihil

1) PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-TU Nihil dan LPJ 

Penggunaan TU beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima 

dari Bendahara Pengeluaran dengan langkah berikut: 

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran;
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b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi 

dan dokumen perpajakan terkait.

d) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan TU Nihil, 

LPJ Penggunaan TU, dan bukti-bukti transaksinya.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan 

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan 

dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling 

lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-TU Nihil.

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD 

menyiapkan pengajuan Perintah Membayar TU Nihil yang 

didokumentasikan dalam draft SPM-TU Nihil untuk 

ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

4) Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-TU 

Nihil paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan 

lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa 

BUD, dengan dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA;

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist 

kelengkapan dokumen; dan

c) STS penyetoran sisa TU

e. Perintah Membayar LS

1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi 

dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit 

SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan;

c) Meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis 

pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang 

undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di 

sistem.

d) Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.
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e) Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan 

dokumen pendukungnya.

2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan 

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta 

perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1 

(satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK 

SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar 

LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk 

ditandatangani oleh PA/KPA

4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2 

(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah 

untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan 

dilengkapi:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen;

c) Fotocopy rekening koran yang ditandatangani PPKom;

d) Fotocopy ID billing pajak.

5) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP 

yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada 

Kuasa BUD.

\

i ____  ______
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3 Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen perintah membayar antara lain sebagai berikut:

3.1. SPM-UP

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 

SURAT PERINTAH MEMBAYAR 
Uang Persediaan (UP|

Tahun Anggamu So. SPM:

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Supaya m cacrtitkan SP2D Kepuda:

SKFD : -------------------------------

Bendabara/phak Uin : -----  —

Na. Rekening Bank :  _

Potongan -  p c i angan. i

X».
Uziiaa

(fo .R tk in ing)
J u a la h KoUnngan

Jumlah Rp. ... -

la U rm ii) : (TldaA mengmingi jumlah pembayaran SPlfl

Xo.
U iiiia

[X».Rebinl3gl
Juralah KeUraagaa

Nama Bank 

HPW

Dasar Pembayaran

* - n  y r  .  , |

Jumlah . -

♦

Cntuk Keperluan;

Pcmbabanan Pada Kagia.Ua SPM Yang D ib ty i tk u

KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yatg DLuinla Rp, .

Jumlah PoUcgan R* ■

Jumah Rp-------- - Jumlah Yang Di buyarkan R * - .............~v

Uang Sejumlah: l _________ ___ — j

Jum lah SPP Yang D in ia ti: R p.--------

[kriiCanj)

— . . . Ungp^--------

F llQ 3U A & U U U

(Uuida taayirj

frinma lentkari 

H »,K ara» d ia  Tinggal SPP

SF.ifsd t d i  ipiM u irhh sfcf .K e p d a  S X T D
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3.2. SPM-GU

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

Ganti Uang (GU)

T ifru t Anggaran? JCo.SPM.*

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 

PEM ERINTAH FROVINSI/KABUPAT EN/KOTA

Supaya tncm rrtitkan SPZDKcpstii:

SKPD : -- ----------------------- 1-----

Potongaa -  y o te n g in :

Va.
Uraian

|ITo.R*k«nlfig}
J u a la h R i t e i u g u

Jumlah ----

Inform asi: (Tidak znrnguJungi/^i^pem fcayanriS liJ

Bendi bara/p&a.k lain 

N a Rrkenuig Bank 

Nama Bank 

NPKP

<

•* Xo.
Uraian

(Na.RiktoLng)
J u a la h K e tm n g a a

*

:  ....................... jumLah Bp.---------

Dasar P tm ta ja ra a  :

Untuk Kepritann t

P tm behanin  Pada Ea gl a iu t SPM Vang Dfba. jn fca n

KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta R p --------

Jumlah P U u jjin R p ---------------

h p ------- Jumlah Yang D ilayukan Rp_. -----

Uang ScjunUab .....~— ]

J u a la h  SPP Tang D in ia t i :  Rju -------- -

[JErtflangJ

-------- gangsal — .-----

Pengjam  A ngjirin

j tanda tangan>

Imttu VnpfcaTt 

NIP.Nomor d u T u i p I  SFP

S71i «a «A MA jani «Lai npe'«It It TepaizSFl]

i
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3.3. SPM-TU

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

Tambah Uang (TU)

Tahan Anggaran; BaSPM :

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 

PEM ERINTAH PRO  VUfSI/ K ABUPATEN/KOt A

Supaya raencrUlkan 5P2D Kepada:

SKED •

Potongan- potongan:

Bo.
Uraian

(S o. Rakining)
Jam lah Ketarasgan

Jum lah Rp,.........—v

Inloim aai: (TTdiit mengurangi jLmijAj petzbaycaun Sflfl

Bendahara/jihak lain 

N a Rekening Bank 

Nama Bank 

NPWP

Dasar Pembayaran

m-fi i i . m  *+•++
Bo.

Uraian.

[Xa Rekening)
Jam lah Kt teringan

*••>* C»w-

Jum lah Jt;i — - ___ ,*

— — — ------------

Untuk Keperluan:

F *m h»tania F id i  E tg la ia a SPM Tang D U ajarkan

KODE KEGIATAN URAIAN kilai Jumlah Yang H m inta ...................-

Jumlah Ptxtnpsn R ? ...................■

E li------- - Jumlah Yang Ilb iyarkan z * ...........—

Uang Sejumlah: (._____ _— J

Jn m lth  SPP Tang Diminta: Rp. —------

[Srrfakmg)

_  —.... tangpi —

F c n g p a t Anggaru/Kuksa FtnggnnaAaggkfu

(tanda tu i gua)

(nama 1« mfcipi 

MP-Nwno* «Eaa Tanggal SPP

£TO hisafc cpntJfc telak dSnufcaifflni rfm <iislcry*I oW- JGejuia SKrJ
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3.4. SPM-LS

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

Langsung (LS)

Tahu» Anggaran: lo.SPH:

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 

PEMERINTAH FR0VI5SI/KAEDFATEN/K0TA

Supaya mcnertitkaa S?2DKepirtr

SKPD : -

Benddiara/pbajc km  : — ... .....................—

Na. Rekening Bank : — —

Potongan - potongan:

Ko.
Uraian

(NOk&ekanlng]
Juaalah Kttirangan

Jumlah Rp,-------

Informail: (TliaJ: meRgurarop/jmMt pembayaran SPJ/J

Ko.
Uraiaa

( la E rk d ia s j
Jamlah EeUnngan

Nama Bank 

KPftT

: — —------—

: ------- — Jamlah Rp--------

Dasar Pembayaran :

Untuk Keperluan:

P im b tk a u  Pada Kiglatan SPM Tang Dibayarkan

KODE KEGIATAN URAIAN nuai Jumlah Vaa g ttmlnia Rp *

Jumlah Frccngip Rp------ . w

■Infnah Rp- JumLah Yang Dibayarkan Rp

Uang Sejumlah:

Jualah SPP Tang Diminta: Rp. ____

(tertilang)

------- , tacgsal-------

Ptaggaai Aaggizia/Knut Piaggnni Aaggazu

(tanda ian|jtn)

Irsamalfrtks:»!

NIP.Komcr dan Tinggal SPP

W «A a&a tz&A dai tfigcryiei ofcfi JTcpdi SIPU
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3.5. SPTJM-UP/GU

jt

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

S K P D .....................................................................................................................

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

PENGAJUAN SPM UP/GU 

Nomor : ......................................

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..........................

Jabatan : ..........................

Selaku : Pengguna Anggaran pada SKPD...................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perintah membayar Ganti Uang Persediaan sebagaimana tercantum pada

SPM UP/GU Nomor.............................Tanggal.................... telah diteliti dan

dihitung dengan benar sesuai dengan ketentuan.

2. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dan kelebihan atas 

pembayaran SPM tersebut, kami bersedia bertanggungjawab dan menyetor 

kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

SKPD..............................................

Tanda Tangan

Nama Lengkap 

NIP
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3.6. SPTJM-TU

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

S K P D .....................................................................................................................

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

PENGAJUAN S PM TU 

Nomor : ......................................

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ................ ............................

Jabatan : .............................................

Selaku : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada

SKPD..................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perintah membayar Tambah Uang Persediaan sebagaimana tercantum pada

SPM TU Nomor ............................. Tanggal .................... telah diteliti dan

dihitung dengan benar sesuai dengan ketentuan.

2. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dan kelebihan atas 

pembayaran SPM tersebut, kami bersedia bertanggungjawab dan menyetor 

kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

3. Jumlah Tambahan Uang Persediaan (TU) tersebut di atas akan 

dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan yang bersifat 

mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP UP/GU, 

yang selanjutnya akan kami pertanggungjawabkan melalui pengajuan SPM 

TU Nihil sesuai jadwal yang direncanakan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

SKPD..............................................

Tanda Tangan

Nama Lengkap 
NIP

i
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3.7. SPTJM-LS

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

S K P D .....................................................................................................................

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

PENGAJUAN SPM LS 

Nomor: ......................................

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ............................................

Jabatan : ............................................

Selaku : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada

SKPD..................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perintah membayar Honor/Gaji/Tunjangan/Hibah/Bansos/Bantuan

Keuangan / angsuran / MC*...... pekerjaan .........  yang dibayarkan kepada

CV/PT/Lembaga*.......  alamat .......  sebagaimana tercantum pada SPM LS

Nomor ............................. Tanggal ...................  telah diteliti dan dihitung

dengan benar sesuai dengan ketentuan.

2. Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dan kelebihan atas 

pembayaran SPM tersebut, kami bersedia bertanggungjawab dan menyetor 

kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran 

SKPD..............................................

Tanda Tangan

Nama Lengkap 

NIP

i
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3.8. Surat Pernyataan Verifikasi SPP

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

S K P D .....................................................................................................................

SURAT PERNYATAAN VERIFIKASI

KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN DAN LAMPIRAN SPP....

Nomor : ......................................

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...............................................

Jabatan : ...............................................

Selaku : Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Telah meneliti kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen SPP dasar 

pengajuan SPM, antara lain:

a) DPA, memastikan belanja tidak melebihi sisa anggaran DPA;

b) SPD, memastikan Dana untuk belanja terkait telah disediakan;

c) Kelengkapan dan Keabsahan dokumen pendukung serta sesuai dengan 

jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang 

undangan sebagaimana check list terlampir; dan

d) Kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan SPM dengan dokumen 

pendukungnya.

2. Kelengkapan dokumen kami simpan dan siap disampaikan jika dibutuhkan 

untuk pemeriksaan dan/atau kegiatan lain sesuai ketentuan.

3. Jika dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia 

diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

SKPD..............................................

Tanda Tangan

Nama Lengkap 
NIP

v
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3.9. Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP UP

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP 
Sebagai Dasar Pengajuan SPM UP 
Nomor : ...............................

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM UP

No Dokumen Ada dan Absah

1. SPP UP □  Ya □  Tidak

2. SK Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan □  Ya □  Tidak

3. DPA □  Ya □  Tidak

4. SPD □  Ya □  Tidak

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

SKPD..............................................

Tanda Tangan

Nama Lengkap 

NIP
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3.10. Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP GU

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP 
Sebagai Dasar Pengajuan SPM GU 
Nomor : ...............................

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM GU

No Dokumen Ada dan Absah

1. SPP GU □  Ya □  Tidak

2. Surat Pengesahan Laporan 
Pertanggungjawaban □  Ya □  Tidak

3.
Bukti-bukti transaksi belanja yang lengkap 
dan sah termasuk dokumen perpajakan 
terkait

□  Ya □  Tidak

4. Rekening koran ditandatangani Pengguna 
Anggaran

□  Ya □  Tidak

5. ID billing pajak □  Ya □  Tidak

6. Soft Copy laporan pajak bulan sebelumnya □  Ya □  Tidak

7. STS pengembalian belanja (kontra pos GU) □  Ya □  Tidak

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

SKPD..............................................

Tanda Tangan

Nama Lengkap 
NIP
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3.11. Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP TU

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP 
Sebagai Dasar Pengajuan SPM TU 
Nomor ; .......... ....................

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM TU

No Dokumen Ada dan Absah

1. SPP TU □  Ya □  Tidak

2. Daftar Rincian Rencana Belanja TU □  Ya □  Tidak

3. Nota Dinas □  Ya □  Tidak

4. Jadwal rencana pelaksanaan kegiatan □  Ya □  Tidak

5.
Rekening koran ditandatangani Pengguna 
Anggaran

□  Ya □  Tidak

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

SKPD..............................................

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP
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3.12. Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP TU Pihak 

Ketiga Lainnya

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP
Sebagai Dasar Pengajuan SPM TU Pihak Ketiga Lainnya -  Belanja Tidak Terduga 
Nomor : ...............................

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM TUPIHAK KETIGA LAINNYA
BELANJA TIDAK TERDUGA

No Dokumen Ada dan Absah

1. SPP TU □  Ya □  Tidak

2.

SK Bupati tentang Penunjukkan SKPD yang 

Menangani Fungsi Penanggulangan Bencana/ 

Penanganan Tanggap Darurat/ Kejadian Luar 

Biasa

□  Ya □  Tidak

3.
RKB tanggap darurat bencana dan/atau 

kejadian luar biasa
□  Ya □  Tidak

4.
SK Bupati tentang Penetapan Tanggap 

Darurat/Kejadian Luar Biasa
□  Ya □  Tidak

5.
Surat rekomendasi pencairan Belanja Tidak 

Terduga dari Kepala SKPD yang menangani
□  Ya □  Tidak

6.
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

Kepala SKPD yang menangani
□  Ya □  Tidak

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

SKPD..............................................

Tanda Tangan

Nama Lengkap 
NIP
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3.13. Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP TU Nihil

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP 
Sebagai Dasar Pengajuan SPM TU Nihil 
Nomor : ...............................

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM TU NIHIL

No Dokumen Ada dan Absah

1. SPP TU Nihil □  Ya □  Tidak

2. Surat Pengesahan Laporan 
Pertanggungjawaban □  Ya n Tidak

3.
Bukti-bukti transaksi belanja yang lengkap 
dan sah termasuk dokumen perpajakan 
terkait

□  Ya □  Tidak

4. Bukti bayar pajak □  Ya □  Tidak

5. STS pengembalian sisa TU □  Ya □  Tidak

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

SKPD..............................................

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP
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3.14. Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi DokumenSPP LS Gaji dan 

Tunjangan

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP 
Sebagai Dasar Pengajuan SPM LS Gaji dan Tunjangan 
Nomor: ...............................

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM LS GAJI DAN TUNJANGAN

No Dokumen Ada dan Absah

1. SPP LS □  Ya □  Tidak

2. Daftar Gaji dan Tunjangan □  Ya □  Tidak

3. Daftar Perubahan Data Pegawai yang 
ditandatangani oleh pejabat yang berwenang n Ya □  Tidak

4.
Salinan dokumen pendukung perubahan data 
pegawai yang telah dilegalisasi oleh pejabat 
yang berwenang*
Gaji induk □  Ya □  Tidak

Gaji susulan n Ya □  Tidak

Kekurangan gaji □  Ya □  Tidak

Gaji terusan n Ya □  Tidak

SK CPNS □  Ya □  Tidak

SK PNS □  Ya □  Tidak

SK Kenaikan Pangkat □  Ya □  Tidak

SK Jabatan □  Ya □  Tidak

Kenaikan gaji berkala □  Ya □  Tidak

Surat Pernyataan Pelantikan □  Ya D Tidak

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas □  Ya □  Tidak

Daftar keluarga (KP4) □  Ya □  Tidak

Fotokopi Surat Nikah □  Ya □  Tidak

Fotokopi Akte Kelahiran □  Ya □  Tidak
Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran 
(SKPP) Gaji

□  Ya □  Tidak

Surat keterangan masih sekolah/kuliah □  Ya □  Tidak

Surat pindah □  Ya □  Tidak

Surat Kematian □  Ya □  Tidak
* = dapat ditambahkan sesuai kebutuhan

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

SKPD..............................................

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP
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3.15. Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi DokumenSPP LS Barang 

dan Jasa

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP 
Sebagai Dasar Pengajuan SPM LS Pengadaan Barang dan Jasa 
Nomor :

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM LS BARANG DAN JASA

No Dokumen Ada dan Absah

1. SPP LS □  Ya □  Tidak

2. Surat permohonan pencairan LS kepada PA □  Ya □  Tidak

3. Surat permohonan uang muka □  Ya □  Tidak

4. Rincian permohonan uang muka □  Ya □  Tidak

5. Dokumen kontrak □  Ya □  Tidak

6. Surat Perintah Kerja (SPK) □  Ya □  Tidak

7. Surat permohonan pemeriksaan □  Ya □  Tidak

8. Berita acara hasil pemeriksaan □  Ya □  Tidak

9. Berita acara kemajuan pekerjaan □  Ya □  Tidak

10. Berita acara penyelesaian pekeijaan □  Ya □  Tidak

11. Berita acara serah terima barang dan jasa □  Ya □  Tidak

12. Berita acara pembayaran □  Ya □  Tidak

13. Surat jaminan bank □  Ya □  Tidak

14. Surat referensi/keterangan bank □  Ya □  Tidak

15.
Jaminan pembayaran dari bank yang sama 
dengan bank RKUD □  Ya □  Tidak

16.

surat pernyataan kesanggupan dari pihak 
lain/rekanan untuk menyelesaikan pekerjaan 
seratus persen sampai dengan berakhir masa 
kontrak

□  Ya □  Tidak

17. Foto kegiatan/ pekeijaan □  Ya □  Tidak

18. Laporan pekeijaan (sesuai kontrak) □  Ya □  Tidak

19. Rekening koran ditandatangani PPKom* □  Ya □  Tidak

20. ID billing pajak □  Ya □  Tidak

21. Faktur Pajak □  Ya □  Tidak
* = fotocopy lembar yang memuat nam a dan nomor rekening

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

SKPD..............................................

Tanda Tangan

Nama Lengkap 
NIP
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3.16. Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi SPP LS Pihak Ketiga Lainnya

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP 
Pengajuan SPM LS Pihak Ketiga Lainnya -  Hibah 
Nomor : ...............................

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM LS PIHAK KETIGA LAINNYA
HIBAH

No Dokumen Ada dan Absah

1. SPP LS □  Ya □  Tidak

2. Surat permohonan dari penerima hibah n Ya □  Tidak

3. Keputusan Bupati tentang daftar penerima 
Hibah dan Besaran Hibah a Ya □  Tidak

4. NPHD □  Ya □  Tidak

5. Kuitansi □  Ya □  Tidak

6. Rencana Penggunaan Dana □  Ya □  Tidak

7. Surat permohonan pencairan hibah dari 
penerima hibah n Ya □  Tidak

8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 
(SPTJM) penerima hibah n Ya □  Tidak

9. Fotocopy rekening yang telah dilegalisir oleh 
bank terkait

□  Ya □  Tidak

10.
Surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala 
Desa untuk penerima hibah dalam bentuk 
badan dan lembaga

□  Ya □  Tidak

11. Surat keterangan/ pengesahan/ penetapan 
penerima hibah:

□  Ya □  Tidak

Surat pengesahan berbadan hukum Indonesia 
dari Kementerian yang membidangi urusan 
hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 
untuk organisasi kemasyarakatan

□  Ya □  Tidak

Surat keterangan terdaftar/ pengesahan/ 
penetapan untuk badan dan lembaga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 
(1)

□  Ya □  Tidak

12.
Surat keterangan terdaftar dari instansi 
terkait

n Ya □  Tidak

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

SKPD..............................................

Tanda Tangan

Nama Lengkap
NIP
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3.17. Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi SPP LS Honor

Lampiran Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen SPP 
Sebagai Dasar Pengajuan SPM LS Honor 
Nomor : ...............................

CHECKLIST DOKUMEN PENGAJUAN SPM LS HONOR

No Dokumen Ada dan Absah

1. SPP LS □  Ya □  Tidak

2. SK Kepala Daerah/ Surat Tugas/ Surat 
Perintah Kepala SKPD □  Ya □  Tidak

3. Daftar Penerimaan Honor/Tunjangan 
ditandatangani Bendahara dan Kepala SKPD □  Ya □  Tidak

4. Daftar Hadir □  Ya □  Tidak

5. Rekapitulasi Honor/Tunjangan □  Ya □  Tidak

6. Rekening koran ditandatangani PPKom □  Ya □  Tidak

7. ID billing pajak □  Ya □  Tidak

8. Dokumen pendukung lainnya □  Ya □  Tidak

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

SKPD..............................................

Tanda Tangan

Nama Lengkap 
NIP
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Q. PERINTAH PENCAIRAN DANA

1 Ketentuan Umum

Perintah pencairan dana dibuat oleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan 

sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari PA/KPA. 

Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank operasional 

mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan tujuan 

pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan SPP yang

2 Ketentuan Pelaksanaan

a. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat 

Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat 

Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD melakukan 

verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait 

tidak melebihi sisa anggaran;

2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan;

3) Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi 

persyaratan pengajuan SPM;

4) Menguji kebenaran perhitungan aritmatikaterhadap tagihan atas 

beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.

b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/atau KPA 

apabila:

1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak 

PA/KPA;

2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit 

SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; dan

3) belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak 

tersedia.

c. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam 

proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM 

paling lambat 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya SPM.

d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD 

menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam 

SP2D.
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3 Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen perintah pencairan dana antara lain sebagai berikut

3.1. SP2D-UP

F O R M A T  8 P 3 D  .  U P

KABUPATEN PEMALANG SU R A T  FERERTAH FEKCAERAR OAHA (EP2D)

Dwi

NPUP

TkhUlI A n m m i

OUD.rKiitM DUD

Bank Pengirim : .............. ........................................................ .....................................
B endaJdah m e n c a irk a n  /  me m in iia h b u k u k a n  d a ri b a k i R eke n in g  N om or ... ... 
U ang  «igbes-ar R p .............. ‘hTbgTrrra j r ................... J

K fpidi
NPWP

Na Kakanlni Ihutk j 
Bank P*n*r1mm 

KfptrlUJin Untuk c

P iju  A oK pna Kst ■

■O KODE UDUTUI/BDB U tC U T U tmAiM
JUKU.lt

n**»

k

3

3

Ja a ta k

PgtinifM -yat»»i«nt

DraUa | l a .  IWuaURj
J4 a l« k

1*p)
K a tirM tn

i.

i.

3.

JaaU U

S*. D n l t i  |fl«. K duaU lJ
Jsm lak

(1»M
K atariataa

t.

i

X

4-

J in la h

tWP ya» Dikiywfc»»
Juanlah yanR Utnunim Rp — ------w
ju n U h  Pohmpui R p------
Jamlah | > n i  P lh ij ■  r  tema Rp-----------------

P u g  B«|b b Xr1u

L * m h m r I ; Bmak Y iai Dltnajak ................, t m p l  ------------
I j m I i t  2  » C «  ■  r m  ■  «  A t . « i i m / K n m  m a m a i  A » m m  K u u t  B « i i > h i i i t l n a B  O t « i k

U m b a r  3  :  A r t l g  K a u *  U U D  

Lmmd»r4 : IHkak Paaartma

j  r a m a  1> m g fch r4 

NIP.
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3.2. SP2D-GU

FORMAT SP2D - GU

KABUPATEN PEMALANG SURAT PERINTAH PEKCADIAS HARA (8 P3 DJ
I«BIM 1

Nonvw 5 PU Oan : BUD/ Kujm  BUD
Tannaal i NPAP

Tahun Anapinut
N*on* 5 KPO

B a n k f e n g im n  : ....... ................................. ................................. ....................
Hendaklah m encairkan /  memindahbukukan dari tnk i E rkening Hantar

Kapac* {
NPWP

Na. ftalcaatURBnak j

Bank M m t i iu  $

K*p*t1u*n Untuk s

PkfiU Aan*ran

« i

t KjV

KODE K U U T U /R IB  KEOUTAV (nUlAK JITKLAif

l*P»

N t M i i a ^ a t a a i i a :

V * . U n t f a a  p t o .  I U U a l > | |
J a m l a h

(K P I
K a h n a a u

1.

X

a .

J a m l a h

l a r a r a a n a t :  B fcfak  » w a w w < A « ^ n  g g y

W m . S n l u  ( N a ,  l t o k u l > i |
J a m l a h

n » p i
K t U r e a f U

I .

X

A

a .

J a m l a h

K p a n  p u (  D i h i y u k i a

J u m l a h  j u < t  D M n U * B j i i i

i

J u m l a h  M M f i n Kf» ..................... ..........<

J n a l i k T U I  D O » T U k t a R p ------------------------

D u a  k u j u m l a h ;

U a d a r I  :  B u k  T u «  r i l a a f u f c  ........... ..................

luitDbaj-2 :F m iv ia* A a iu n B ^ K iK u P * a iiau A a« tu w i 

Lh Av  3 : Anlp K « m  BBit 

Untwr4 :P U ukP M «ia*

|C«ai» B i i t i t u n  t l u a  t>Mnk

(landa b*n*»n|
Irsama lanrkiirt 

NtP.

http:\\jdih.pemalangkab.go.idhttp:\\jdih.pemalangkab.go.id



119 -

3.3. SP2D-TU

FORMAT SP2D - TU

KABUPATEN PEMALANG SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP3 D)
*an>r i

nomc s n i  i

Tinjj^l 3

DiumSSPD %

Bari 3 BIID/KuuJi BUD 
NHi'P
Tahun Anj**r*n *

Tkirflc Pongirtm: ............... ...—... .......................
M«nd*kl*J» ra»ncmLri£»Ln /  EoradlKtohlukUUniluIlHU HilcintnK f lin n
U w im lw M rR p . . . .  fh rlilH v ;..______J

Nol R«lapn&n|; Hwk 
Bude PtanarlBM 
X»j»rtiavi l&tufc

E Kpk.

k o d e  u o u m / n n  m u T U DSAIAJf
JIM U li

r*»i

ilam tik
P a tw p n .p y tw m m :

C n l n  ( ■» .  Xi *i i i1b| |
*r«oU»k,

K a l r a p o

M.

a .

A

■ta n t ik

la ta  m u a l: iiunuucriEkj^mAaA p in  <ku»*at .STOEM

■  «. IBraiaa (Bck X«*«alB|S
J a m l i t

<»»»
R i i m a p o

1-

A

A

4.

Ja m ltk

S93D r u i  IH k ay a ta»

Jumlah p n |  t»w*nta »  »  1 " »  « a  —  » a i  I 4> * —

Jiaalkh P o m p a m  —

J h a la h  t u |  DLtforarkaa * p . .— ..........—

0*«J BajKuaim:

Leafam 1 : B « s k T ia (  D U aojB k tang^U  -  - — 

LostMrS : P H B a a a A tn m a ^ K u iM  P o « p M  A H E u a  K B u a  B f i l d u n i  ( T m n  O u n k  

f nnliw’ 3 t  t n l p  K t m  B CP 

I u l iw  4 i P lh a k P a n H n a

[luK ta tar^sBiiJ

In tm n t«urfc»fft 

NtP.
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3.4. SP2D-LS

FORMAT SP2D - LS

K A B U P A T E N  P E M A L A N G E.URAV F E 3 U R V A H  F E H C A D U N  H A JIA  ( S F S S j
H t a i f : ——

Ktmmar t  

T K fttB il t  

N*n*aBXPO f

D ari i E»LtO/>2uaaua BUO 
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T a l r a n A n i s u a n  *

B a n k  F e n g i  
H e  t id a k la h .
U a n s ; s e t e s

m e n c a i r k a n  /  n * e :ru n c ia b  b u k u k a n  d a r i  b a k i  K r  k e n i n g  N otn n r ......................

K ip td i
WPWP

Ka. Jb ik sn lB i 
B an k  P v n a rlt 
E ajnrliaast tle

R tg u  A n ig i r i

B u t*  :  --------  . . . ----

—

n  £ |QpL <1 j

■O k o d e  j c ta ik T jo r /m n i  kecua-tju i t tM U K
•nncL A it

(*P*
i

3
3

J m n l ih

f o t a n p »  p rtB iu M i:

■ b. U ra ian  |B a . I ta k a a ia i)
•Ja m lib

l"P l
K a l m a p a

L
X
X

«lu Bajak

I t i a i a u i l :  f t k k  n n > t|« F a ^ jK M M |> itto i tn n 5 n p i

Vb. U raian  |M«. R t k a a l a ^
J V B ltl l

l*P t
K i t m a i u

L
X
X
4.

J l u i J i k

U S D  T * af ZH'bi.farkam
Ti—l»h R p----------------m.-
Jum lah Pctanfiia Kp -----------------.r-
J B * U k  r a s  f  B lb ir« fk « a Kp .. . ----- ,.
D u (  Bajam lak:

LaantT  I 3 B « a iiY k B iS lta a { a k  ............. . tarissai . . ._
tam bar 2  : P t a n u a t  A a u i n a / K s u a  P*s | | b b i  A a ip rk B  K a i t t  B t a i i k t r i  D m im  D tK tk  
b a a t a r S  : A ral p  Xna>* 81333 
tam bar 4  : P lkak  F*«.artaaa

f ta m a  1 rjiip.nl

' l# ie tac (
Hll».

i
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R. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

1 Ketentuan Umum

Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/ 

Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan pengendalian atas 

pelaksanaan belanja yang menjadi kewenangannya.

Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

menggunakan buku-buku sebagai berikut:

a. Buku Kas Umum

b. Buku Pembantu Bank

c. Buku Pembantu Kas Tunai

d. Buku Pembantu Pajak

e. Buku Pembantu Panjar

f. Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja 

Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain:

a. Bukti transaksi yang sah dan lengkap

b. SPP UP/GU/TU/LS

c. SPM UP/GU/TU/LS

d. SP2D

e. Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

2 Ketentuan Pelaksanaan

a. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut:

1) Penerimaan Uang Persediaan

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D 

UP/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada 

Buku Kas Umum di sisi penerimaan dan pada Buku Kas 

Pembantu Bank di sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang 

tertera pada SP2D-UP/SP2D-GU/SP2D-TU.

2) Pelimpahan Uang Persediaan

Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran 

Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada Buku
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Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP 

yang dilimpahkan.

3) Pergeseran Uang Persediaan

Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di 

bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi 

pengeluaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi 

pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi 

penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang digeser.

4) Pembayaran belanja oleh Bendahara

Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan 

bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK maupun pembayaran 

langsung Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran 

Pembantu kepada pada pihak ketiga, dilakukan pembukuan 

dengan mencatat pada BKU di sisi pengeluaran, pada Buku 

Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu Bank di sisi pengeluaran, 

dan pada Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom 

UP/GU/TU sejumlah nilai belanja bruto.

5) Pemberian Uang Panjar

Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti 

pengeluaran uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat 

pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan kepada PPTK 

di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Bank pada 

sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di sisi pengeluaran.

6) Pertanggungjawaban Uang Panjar

Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK atas 

penggunaan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi pengeluaran 

dan di buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi 

pengeluaran.

a) Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari 

PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku 

Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan sebesar yang 

dikembalikan.

I
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b) Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara 

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar 

kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di 

Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada 

sisi pengeluaran sebesar yang dibayarkan.

7) Belanja melalui LS

Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu 

melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS 

dengan melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan 

sisi pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada 

Buku Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja 

LS sebesar jumlah belanja bruto.

8) Pemungutan dan Penyetoran Pajak

a) Pada saat pemugutan/pemotongan pajak, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat 

pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak 

di sisi penerimaan.

b) Pada saat penyetoran ke Rekening Kas Negara, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat 

pada BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di 

sisi pengeluaran.

b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan 

ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu dengan PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara 

Pemeriksaan Kas.

3 Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen pembukuan bendahara pengeluaran antara lain 

sebagai berikut:
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3.1. Register SPP-SPM-SP2D

P E M E R IN T A H  K A B U P A T E N  P E M A L A N G

S K P D ..................

T A H U N  A N G G A R A N ........

fjo.ftiP/GUAu/as
r i s p p m inTsnsrmipurswp..T?1. jiUrU II 4| 'Jumltfi -1 KeteranganiTfll: Nfffnod liTg»; iHwnor; Hotmh’

Bend̂wa fentriauW 
Btadihva Ptfltrfcnun

W- —~

3.2. BKU
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3.3. Buku Pem bantu Bank

P E M E R IN T A H  K A B U P A T E N  P E M A L A N G

S K P D ..................

T A H U N  A N G G A R A N ........BUKU PEMBANTU BANK 
Periode:____.IP®N SBukg;|||t IIP.1 U L PenerimaanPengeluaranSaldo .

-

‘"
.. -

' * • • 1
Disetuju oleh, 

Pengguna Angga ran/ 
Kuasa PengguraAngaran

Nama
NIP;— .*

Disiaplcandeh 
Bendahara Pengeluaran/ 
Bovdaliara Pengeluaran

Nama

3.4. Buku Pembantu Kas
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3.5. Buku Pembantu Pajak

P E M E R IN T A H  K A B U P A T E N  P E M A L A N G

S K P D ..................

T A H U N  A N G G A R A N ........

BUKU PEMBANTU PAJAK 
Periode: ~

No. ; Tanggal -
i

No. Bukti
i-4* ** j[P ra ân  ^

'l !  •: 
Penerim aan'i i * t . » .

Pengeluaran Sa|!d i ^ |

Disetujui oleh. 
Pengguna Anggaran/ 

Kuasa Pengguna

Disiapkanoleh» 
Bendahara Pengeluaran/ 
.Bendahara Pengeluaran

Nama

3.6. Buku Pembantu Panjar

P E M E R IN T A H  K A B U P A T E N  PEM A L A N G

S K P D ..................

TA H U N  A N G G A R A N ........

BUKU PEMBANTU PANJAR

Periode:

No. ; Tanggal No. Bukti
h  + f  h

. ( Uraian ?! Penerim aan Pengeluaran
• • • - : - - f . i

Saldo' \ i
v t : i

.

D ii«t uju i :

. P tngsuna A nggarm /IC uaia  

P*fl£gtm* Anggaran

OblapkMi o4*hi

S « fld ih « n  P en geluar*n/ Bendahara 

Pengeluaran Pem bantu
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3.7. Buku Pem bantu per Sub Rincian Objek

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
S K P D ................
TAHUN ANGGARAN.......

K o d e  R e k e n in g  

N a m a  R e k e n in g ; 
J u m la h  A n gg a ra n  (DPA}

J u m la b  A n g g a ra n  ( DPPAJ

g------ ---

i RP
fz  Rp— . . —.

: BUKU PEMBANTU SUB RINCIANOBYEK BELANJA, 
Periode:

N o. Tanggai No. 8KU tirai a n ■jBciary'a^! s. ,
H Belanja 
• (JP/GU •• -Saldo

i

■

!

i

D U e tu ju lo J e l» . 
P e n g g u n a  A n g g a r a n /  
: KMu Pcng£una

Nama
NP:».

D iii a pka n  o l  eh, 
B en d a h a ra  P e n g e lu a r a n /  
B e n d a h a ra  P e n g e lu a r a n

Nama
M P : . .

I
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S. PENYAMPAIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA 

PENGELUARAN 

1 Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyampaikan 

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Penyusunan dan penyampaian LPJ 

Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan 

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban 

atas pengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya.

b. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:

1) LPJ Penggunaan UP

a) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada 

setiap pengajuan GU.

b) LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK- 

SKPD dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c) LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan 

SPP-GU.

d) Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan 

secarakhusus (tidak menjadi lampiran pengajuan GU), 

sekaligus sebagai laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan 

lagi. Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dana 

UP ke RKUD.

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU

a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

setelah TU yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan 

untuk mendanai suatu sub kegiatan atau telah sampai pada 

waktu yang ditentukan sejak TU diterima.

b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada 

PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU 

yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap 

LPJpenggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA.

3) Pertanggungjawaban Administratif

s
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a) Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh

Bendahara Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling 

lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

b) Pertanggungjawaban administratif berupa LPJ yang

menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu 

anggaran secara kumulatif dan/atau per sub kegiatan yang 

dilampiri:

(1) BKU;

(2) Laporan penutupan kas (BKU); dan

(3) LPJ Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu

c) Pada bulan terakhir tahun anggaran, LPJ administratif 

disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan 

wajib melampirkan bukti setoran sisa UP.

4) Pertanggungjawaban Fungsional

a) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara 

Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 

10 bulan berikutnya.

b) Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yang merupakan 

konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu, 

dilampiri:

(1) Laporan penutupan kas; dan

(2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

c) Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara 

Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat 

persetujuan PA.

d) Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban 

fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan 

Januari dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP

2 Ketentuan Pelaksanaan

a. Pertanggungjawaban Penggunaan UP

1) Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan 

LPJ penggunaan UP.

2) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan 

kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran 

pengajuan SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan 

sah.

1*
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(2) Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam 

buku atau laporan terkait

(3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap 

proses belanja dan pengeluaran kas

3) Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan 

ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD 

meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara 

Pengeluaran.

4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka 

PPK SKPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan 

LPJ Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran.

5) Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang sudah 

diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

d. Pertanggungjawaban Fungsional

1) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh 

Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran menyampaikan 

pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD 

untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2) PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan 

menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk 

persetujuan.

e. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:

1) Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP

a) Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara 

Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan UP.

b) Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan 

kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan 

UPyang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c) LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara 

Pengeluaran sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara 

Pengeluaran.

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU

a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh 

Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang 

dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai 

suatu sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang 

ditentukan sejak TU diterima.

i
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(2) Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam 

buku atau laporan terkait

(3) Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap 

proses belanja dan pengeluaran kas

3) Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan 

ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD 

meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara 

Pengeluaran.

4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka 

PPK SKPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan 

LPJ Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran.

5) Pengguna Anggaran menandatangani LPJ Bendahara yang sudah 

diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

d. Pertanggungjawaban Fungsional

1) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh 

Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran menyampaikan 

pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD 

untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2) PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan 

menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk 

persetujuan.

e. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:

1) Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP

a) Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara 

Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan UP.

b) Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan 

kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan 

UPyang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c) LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara 

Pengeluaran sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara 

Pengeluaran.

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU

a) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan

/ olehBendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang 

dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai 

suatu sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang 

ditentukan sejak TU diterima.

k
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b) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada 

KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang 

dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c) PK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ 

penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.

3) LPJ

a) Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepada 

Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan 

berikutnya, dilampiri:

(1) B KU; dan

(2) Laporan penutupan kas.

b) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ

sebelum ditandatangani KPA untuk mendapatkan

persetujuan.

3 Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen penyampaian laporan pertanggungjawaban

bendahara pengeluaran antara lain sebagai berikut:

t
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3.1. LPJ-UP

P E M E R IN T A H  K A B U PA T E N  PEM A LA N G

S K P D ..................

T a h u n  A n g g a r a n ........

lAPORAH FimKGGUNGJAWAfiAH PERSEBlMH

Besaran UP tenSasartanSK KCM;
Uang PEfstdiaan (UP)'Avrat Fencdc; _
renggwan bangJgjtt&Mi! gijjr
U a f l g P e r ^ a a i i j W j ^ f f P B ^ f -

Uriir. 
Bidan* Urvs» 
fpKtm 
Kegiatan

• wwiwimi <

Kode Bening 
n , ,

|| - |jjaiin M
'Jurfifdfif |
Anggai I I ^ S S I

i j^igs^ - SJiall

1 ‘J -

■ „

Unisah; 
Eliir.s Urusia

±is
Program 
Kegiatan , 
$ub Kegiatan

. Kode Rdcinmg i- liif3" .“M
Jumfafa »*

1»
Anggawif

*I Belanja • 
i Periode ini *

: Ataalasi> ̂ -- y - r , *
l&dcnia

Sua. [ 
Ajiegarafl

* > **

wfc*.
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3.2. LPJ-TU

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

SKPD...........

Tahun Anggaran.....

iW O M fPE W G ijN G J^B lffl
Periode:.. . . . .

<.im iw ph w .Program

Seb Kegiatan. ; 
TSnilsPittltt: I|PMPHPI'

B f l E l I I l U r a f i n i u r . ii jJumfah \\

* ■

-

••

l o m
Jcm ^aM nU s^ Persediaan 0 )

Pengguna Anggaran, - * ̂
Mj
m ^

Nama

» B a ! lh- ....
' ’ 'Pengeluaran

Mama

.NlPiitf* NIP-.-..
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P E M E R IN T A H  K A B U P A T E N  P E M A L A N G

S K P D ...............

T a h u n  A n g g a ra n ......

LAPORAN PENUTUPAN KAS

K epada ttfiu

Di Tempat

Dengan m em perhatikan Peraturan Gubemur/Bupatl/W allkota________
N o_________ T a h u n ________ m e n g e n a i  S is te m  d a n  P r o s e d u r  P e n g e lo la a n

Keuangan Daerah, b e r s a m a  in i  k am i s a m p a ik a n  lapo ran  P e n u tu p a n  Kas
Bulanan yang terdapa t di Bendahara Pengeluaran 5 K P D _ ™ ,____adalah
sejum lah  R p _ _ _ . d e n £ a n  perindan  sebagal berikut;

A* K&stif Bwtdatara Pengeluaran
A .lS a ld o  a w a l b u l a n  ta n g g a l  Rp.

A 2  J u m la h  P e n e r im a a n  Rp.

AJ5 Ju rn a l a h  P e n g e lu a ra n  Rp.____________________

A.4 Saldo akh ir b o lin  tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan  tangga!-------- .terdiri dari sa ldo  di kas tunai seb esa r
R p _ — d a n  s a t d o  d i  b a n k  s e b e s a r  Rp.--------------------

B . K as d i  B endahara  P engeluaran  P em ban tu

A lS a i f d o  a w a l  b u l a n  ta n g g a l  Rp.

A JZJ'iim lah P e n e r im a a n  Rp.

A S  Jum alah Pengeluaran _Rp»_________________
A A  Saldo ak h ir bu lan  U nggu l Rp.

Saldo Akhir bu lan  tanggal_____ .terdiri d a r i  sa ld o  d i kas tu n a i seb esa r
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C. R ekapitnlasi Posisi Kas d! B endahara Pengeloaran

C l  S a ld o  K as-T unai Rp.

C2 sa ld o  Bank Rp, _______
C 3  Saldo T o ta l Rp.

B endahara P engeluaran

N am a 

mPi__

!
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3.4. SPJ Administratif
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3.5. SPJ Fungsional
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T. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI 

TAHUN ANGGARAN 

1. Ketentuan Umum

a. Pelaksanaan pekeijaan/pembayaran perjanjian/kontrak/perikatan 

lainnya sesuaiatas ikatan dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun 

anggaran dapat terjadi akibat:

1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah 

diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;

2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

pengadaan barang dan jasa;

3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia 

barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai 

peraturan perundang-undangan

4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan 

pengadilan yang bersifat tetap.

b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap 

pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, 

pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya 

ditampung dalam perda perubahan APBD;

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 

berkenaan.

3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan 

SPDsebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan 

pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah 

melakukan tahapan sebagai berikut:

1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya 

ditampung dalam perda perubahan APBD;
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2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 

berkenaan;

3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar 

pelaksanaan pembayaran.

d. Pelaksanaan pekeijaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali 

Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk 

keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang- 

undangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan 

penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan 

untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi 

bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna 

barang dan jasa;

2) Bupati menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai 

peraturan perundang-undangan;

3) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya 

ditampung dalam perda perubahan APBD;

4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening 

berkenaan.

5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan 

SPDsebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

e. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain 

hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, pemerintah daerah 

melakukan tahapan sebagai berikut:

1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah 

daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;

2) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya 

ditampung dalam perda perubahan APBD;

3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam 

program, kegiatan, dan. sub kegiatan serta kode rekening 

berkenaan.
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4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD 

sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan 

perjanjian/kontrak/perikatari lainnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan 

yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih 

dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk 

menganggarkan dalam perubahan perkada tentang penjabaran APBD;

h. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui 

tahun anggaran diatur dalam peraturan Bupati.

U. BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT 

1. Ketentuan Umum

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan 

dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang 

bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus 

menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah 

yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang 

berkenaan.

Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

beberapa ketentuan umum terkait pelaksanaan anggaran untuk belanja 

yang bersifat wajib dan mengikat adalah:

a. Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama 

dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan 

Peraturan Daerah tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD, Bupati 

menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang APBD paling tinggi 

sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

b. Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud 

di atas diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan 

belanja yang bersifat wajib.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 

ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum 

DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa 

menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan peraturan Bupati 

tentang belanja wajib dan mengikat.
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b. Tidak tertutup kemungkinan jika periode SPD untuk masing-masing 

SKPD dalam satu daerah berbeda-beda. Misalnya Dinas Pendidikan 

Kabupaten A, SPD diberikan tiap bulan karena kebutuhan dana yang 

sangat besar sedangkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten A penerbitan 

SPD diberikan per triwulan.

c. Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, 

atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan 

mengikat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD; dan

b. Dalam hal dokumen belum siap.

V. SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK

Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan 

dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang 

pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Mengacu pada Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, 

Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan terkait sub kegiatan yang bersifat 

tahun jamak sebagai berikut:

a. Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak 

(multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah

b. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan 

bersama antara Bupati dan DPRD.

c. Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD ditandatangani 

bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.

d. Peraturan Daerah (Persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD) tahun 

jamak sekurang-kurangnya memuat:

1) nama sub kegiatan;

2) jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;

3) jumlah anggaran; dan

4) alokasi anggaran per tahun.

e. Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi:

1) Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang secara 

teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output 

yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; 

atau

ti
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2) Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus 

tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti penanaman 

benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan 

dan obat di rumah sakit, layanan pembangunan sampah dan 

pengadaan jasa cleaning Service.
3) Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa 

jabatan Bupati.

4) Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Bupati berakhir 

sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun jamak dimaksud 

dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran.

W. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 154 

sampai dengan Pasal 156 pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan 

penerimaan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan 

Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

b. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui 

Rekening Kas Umum Daerah.

c. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan 

melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan 

pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

d. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya digunakan dalam 

tahun anggaran berjalan untuk:

1) menutupi defisit anggaran;

2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia 

anggarannya;

3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang 

melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;

4) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya 

kebijakan Pemerintah;

6) mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia 

anggarannya; dan/atau

7) mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan 

dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran beijalan,

k
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yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian 

pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

e. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 

Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan 

sesuai peruntukannya.

f. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 

Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan 

yang bersangkutan mencukupi.

g. Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan 

digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan 

sesuai dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang 

pembentukan Dana Cadangan.

h. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum 

Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa 

BUD atas persetujuan PPKD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan

melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas 

Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan 

pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan

Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

b. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan

BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas 

Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan 

pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan

Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran

c. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas pemindahbukuan 

dari rekening Dana Cadangan ke RKUD menggunakan Buku Kas 

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (BKPP).

d. Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 

melalui RKUD.

e. Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan 

Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas 

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD 

untuk pemberian pinjaman pada sisi pengeluaran dan penerimaan kas

h
i . ..
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atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi 

penerimaan.

f. Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan 

daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai 

uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk 

membayar kembali, yang bersumber dari:

1) pemerintah pusat;

2) pemerintah daerah lain;

3) lembaga keuangan bank;

4) lembaga keuangan bukan bank; dan

5) masyarakat.

g. Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari pemerintah 

pusat dilaksanakan melalui:

1) pembayaran langsung;

2) rekening khusus;

3) pemindahbukuan ke RKUD;

4) letter of credit; dan

5) pembiayaan pendahuluan.

h. Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan Buku 

Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa 

BUD pada sisi penerimaan.

i. Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati 

dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran 

Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

k. Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran data, 

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 

elektronik.

X. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengaturan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan 

Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan 

Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

b. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui 

Rekening Kas Umum Daerah.

h
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c. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan 

melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan 

pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

d. Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam 

tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.

e. Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 
rekening Dana Cadangan.

f. Pemindah bukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas 
persetujuan PPKD.

g. Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD 
berkewajiban untuk:
1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh 

kepala SKPKD;
2) menguji kebenaran perhitungan aritmatika pengeluaran Pembiayaan 

yang tercantum dalam perintah pembayaran;
3) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
4) menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas 

pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa 
ketentuan sebagai berikut:
a. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan

melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas 

Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan 

pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan

Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

b. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan

BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas 

Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP) pada sisi penerimaaan, sedangkan 

pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan

Pengeluaran (BKPP) pada sisi pengeluaran.

c. Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan anggaran 

pembayaran bunga dan pokok utang serta menghindari denda dan/atau 

sanksi sesuai dengan perjanjian pinjaman.

d. Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening tersendiri 

untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan Bupati dalam 

bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek lainnya yang berisiko 

rendah.
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e. Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan Dana 

Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana 

Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.

f. Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan 

Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai 

indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.

g. Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub 

kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah 

ditetapkan.

h. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/ 

daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan 

daerah tentang penyertaan modal.

i. Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk 

investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak 

kepemilikan.

j. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah 

merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula 

merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang 

dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada 

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan 

hukum lainnya yang dimiliki negara.

k. Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam bentuk uang 

dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain:

1) Peraturan Daerah tentang penyertaan modal; dan

2) Bukti transfer atas penyertaan modal dari RKUD.

l. Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas 

penyertaan modal daerah menggunakan Buku Penerimaan dan 

Pengeluaran Pembiayaan.

m. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil 

bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan daerah 

yang dipisahkan.

n. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

o. Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang 
dipisahkan antara lain:
1) Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang 

dipisahkan;
2) Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
3) Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD. I
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p. Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah 

yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku 

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

q. Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan 

surplus.

r. Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam tahun 

anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian 

pemberian pinjaman/pemberian utang.

s. Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali 

Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

t. Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang yang jatuh 

tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada 

perjanjian utang/ obligasi daerah.

u. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan 

melalui RKUD.

v. Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang jatuh 

tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran 

Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran.

w. Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur dalam 

Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

x. Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran 

Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

y. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran data, 

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 

elektronik.

BUPATI PEMALANG

cap
ttd

S a lin a n  s e s u a i  d e n g a n  a s lin y a  
KEPALA BAGIAN. HUKUM. 

SETDA KABUPATEN PEMALANG

MUKTI AGUNG WIBOWO
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 54 TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

A. Pejabat Pengelola BLUD

1. Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari :

a. Pemimpin;

b. Pejabat keuangan; dan

c. Pejabat teknis.

2. Pejabat Pengelola BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

3. Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah.

4. Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada 

Pemimpin BLUD.

5. Pemimpin BLUD-Unit Keija merupakan Kuasa Pengguna Anggaran 

pada SKPD.

B. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

1. BLUD menyusun DPA berdasarkan Perda tentang APBD dan 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk diajukan kepada 

PPKD untuk disahkan TAPD sesuai ketentuan.

2. DPA yang telah disahkan oleh TAPD dilampiri RBA menjadi dasar 

pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.

3. Pelaksanaan anggaran dilakukan secara berkala sesuai dengan 

kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran 

kas dalam DPA, dan memperhitungkan:

a. jumlah kas yang tersedia;

b. proyeksi pendapatan; dan

c. proyeksi pengeluaran;

4. DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian 

kinerja yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan 

BLUD.

s1

http:\\jdih.pemalangkab.go.idhttp:\\jdih.pemalangkab.go.id



-149-

C. Rekening Kas BLUD.

1. Pimpinan BLUD dapat membuka rekening kas BLUD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Rekening Kas BLUD digunakan untuk menyimpan dan menampung 

seluruh penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber 

dari pendapatan BLUD.

3. Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan :

a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

b. pemungutan pendapatan atau tagihan;

c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;

d. pembayaran;

e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; 

dan

f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh 

pendapatan tambahan.

4. Penerimaan BLUD pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke 

rekening kas BLUD dan dilaporkan kepada pejabat keuangan 

BLUD.

D. Penatausahaan BLUD

1. Pemimpin BLUD menyusun kebijakan penatausahaan keuangan 

BLUD untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud didasarkan pada 

prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.

3. Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

disampaikan kepada PPKD.

4. Penatausahaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan dapat 

dipertanggungjawabkan.

5. Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan 

pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan 

BLUD kepada PPKD melalui kepala SKPD.

6. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada nomor 5,Kepala 

SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan BLUD untuk disampaikan kepada PPKD 

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dilampiri surat

1,
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pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh 

pemimpin BLUD.

7. Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja 

dan Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada nomor 6, 

PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat 

Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD.

8. Format dokumen:

a. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan BLUD;

b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

c. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD;

d. Surat Keterangan Perbaikan/Ralat Surat Permintaan 

Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD adalah 

sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

h
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FORMAT SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA 
DAN PEMBIAYAAN BLUD, SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB 
MUTLAK, dan SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN

PEMBIAYAAN BLUD

S K P D ....

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN BLUD

T an gga l: N om or:

Bendahara Umum Daerah, Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang

Agar mengesahkan pendapatan dan/atau belanja sejumlah
1. Saldo Awal Rp ...............
2. Pendapatan Rp ................
3. Belanja Rp ................
4. Saldo Akhir Rp ................

Untuk Periode 
Tahun............

BELANJA PENDAPATAN
Akun Jumlah Uang Akun Jumlah Uang

Jumlah Belanja Jumlah Pendapatan

Kepada : Bendahara Umum Daerah untuk dibukukan seperlunya

Yaitu: Pengesahan Pendapatan dan/atau Belanja BLUD bulan........ Tahun Anggaran....

Pemalang, tanggal seperti di atas 
Pejabat Penandatangan SPM

NIP.

-1
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SU R A T  PERNYATAAN TANGGUNG JAW AB MUTLAK  

N o m o r  :x x x x /S P T J M /k o d e S K P D /b u la n /ta h u n

1. Nama SKPD BLUD
2. Kode SKPD BLUD
3. Nomor/Tanggal DPA
4. Kegiatan
5. Output
6. Periode SP3B BLUD
7. Tahun Anggaran

Yang bertandatangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran/Pimpinan 
BLUD.......
Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas “segala realisasi 
pendapatan yang telah diterima dan/ atau belanja yang telah dibayar kepada 
yang berhak menerima, yang sumber dananya berasal dari pendapatan yang
digunakan langsung oleh BLUD pada bulan .....  Tahun Anggaran ....
sebagaimana yang tercantum dalam SP3B BLUD Nomor...... Tanggal.......*
Dengan rincian sebagai berikut:

BELANJA PENDAPATAN
Akun Jumlah Uang Akun Jumlah Uang

Jumlah Belanja Jumlah
Pendapatan

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja diatas disimpan sesuai ketentuan 
yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan 
aparat pengawas fungsional.
Apabila di kemudian hari terjadi kerugian Negara akibat terbitnya SP3B BLUD 
ini, saya bersedia bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian Negara 
dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pemalang,...............
Pimpinan BLUD

NIP.

1.
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PEM ERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
SU R A T PENG ESAH AN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BLUD

Nomor SP3B BLUD : BPKAD KABUPATEN PEMALANG
Tanggal : Tanggal :
SKPD : Nomor :

TahunAnggaran :

Telah disahkan pendapatan dan/atau belanja BLUD sejumlah :

Saldo Awal Rp.............
Pendapatan Rp.............
Belanja Rp..............
Saldo Akhir Rp..............

Yaitu : Pengesahan Pendapatan dan/atau Belanja BLUD bulan ........  Tahun
Anggaran ....

Pemalang,....tanggal.............
An. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan 

dan Aset Daerah 
Kepala Bidang Perbendaharaan

NIP.

f*

http:\\jdih.pemalangkab.go.idhttp:\\jdih.pemalangkab.go.id



-154-

SU R A T  K E T ER A N G A N  RALAT
(Penjelasan Penyebab Terjadinya Kesalahan pada SP3BP BLUD) 

Nomor:...............................................................................

1. NamaSKPD : .................................
2. Tanggal No. DPA BLUD : ................................
3. Periode SP3B BLUD : ................................
4. Tahun Anggaran : ................................

Yang bertandatangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran/ Pemimpin
BLUD.....................................  menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa
terdapat kesalahan pada SP3B BLUD Nomor:.........  Tanggal......., yang telah
diterbitkan SP2B BLUD Nomor ............Tanggal.......... sehingga diralat dengan
SP3B BLUD Nomor.......Tanggal..........

Adapun penjelasan penyebab terjadinya kesalahan pada SP3B BLUD tersebut 
diatas adalah sebagai berikut:

No. Uraian Keterangan Ralat

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pemalang,......................
Kepala SKPD/Pemimpin BLUD

NIP.

BUPATI PEMALANG,

cap
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

S a lin a n  s e su a i  d e n g a n  a s lin y a  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABU

:

*ATEN PEMALANG

L i — -
s. SRI SUBY 

^ ^ . g e m b i  
NIP. 195502

\KTO, SH, M Si 
ia T in g k a t I 
18 199203  1 006

http:\\jdih.pemalangkab.go.idhttp:\\jdih.pemalangkab.go.id


